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ABSTRAK  

 

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI GAMBAR SKETSA  

 (Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024) 

 

Oleh  

 

AYRA FAUSTINE MAISYHA 

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur dengan jelas 

mengenai jenis ciptaan. Sketsa atau gambar termasuk dilindungi dalam 

perlindungan hukum walaupun tidak secara harfiah disebutkan. (Alm.) Henk 

Ngantoeng merupakan Pemegang hak Cipta pada seni gambar sketsa “Tugu 

Selamat Datang” yang digunakan pada produk PT. Martina Berto Tbk tanpa seizin 

pemegang hak cipta. Oleh karena itu, ahli waris (Alm.) Henk Ngantoeng 

menggugat PT. Martina Berto Tbk. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan 

dilakukan penelitian ini mengenai kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-

HKI/2024 jika dikaitkan dengan prinsip penggunaan wajar (fair use) dan akibat 

hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan 

Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024. 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian deskriptif 

menjadi dasar dalam penulisan penelitian. Menggunakan pendekatan masalah 

dilakukan dengan judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder 

sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi 

dokumen. Data yang diperoleh disusun secara sistematis melalui pemeriksaan 

data, rekonstruksi data dalam pengelolaan data. Analisis data kualitatif 

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang 

tindih sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-

HKI/2024 jika dikaitkan dengan prinsip penggunaan wajar (fair use) adalah hakim 

tidak mempertimbangkan kesesuaian terhadap doktrin fair use. Hal ini disebabkan 

oleh tujuan dan karakter penggunaan ciptaan yang bersifat komersial, substansi 

ciptaan yang digunakan tanpa izin, serta dampak ekonomi negatif terhadap 

pemegang hak cipta. Akibat hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak 

cipta adalah bagi penggugat (ahli waris Henk Ngantoeng), dapat mendaftarkan 

karya cipta dan harus dinyatakan sebagai pemegang sah hak cipta, serta 

mendapatkan hak ganti rugi. Bagi tergugat (PT. Martina Berto Tbk), putusan ini 

mewajibkan penarikan produk dan penghentian segala jenis promosi produk, 

dihapuskan pencacatan hak cipta yang tidak sah, dan membayar ganti rugi. Pihak 

ketiga, DJKI berpotensi membatalkan pendaftaran hak cipta yang tidak sah. 

Kata Kunci: Pelanggaran Hak cipta, Fair Use Doktrin, dan Gambar Sketsa



 

 

 

 

ABSTRACT 

COPYRIGHT PROTECTION FOR SKETCH ARTWORK 

 (Study Of Supreme Court Decision Number 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024) 

 

By  

 

AYRA FAUSTINE MAISYHA 

The Copyright Law Number 28 of 2014 clearly regulates the types of works. 

Sketches or drawings are protected under legal protection even though they are 

not explicitly mentioned. The late Henk Ngantoeng was the copyright holder of 

the sketch art "Tugu Selamat Datang," which was used on PT. Martina Berto 

Tbk's products without the copyright holder's permission. Therefore, the heirs of 

the late Henk Ngantoeng sued PT. Martina Berto Tbk. Based on this, the purpose 

of this research is to examine the conformity of the Decision Number 465 

K/Pdt.Sus-HKI/2024 relates to the principle of fair use and the legal consequences 

for the parties regarding copyright infringement based on the Decision Number 

465 K/Pdt.Sus-HKI/2024.  

This research uses normative legal research methods. Descriptive research serves 

as the basis for writing the study. A judicial case study approach is used to address 

the problem. The data used are secondary data collected through library studies 

and document studies. The collected data is systematically organized through data 

review, data reconstruction, and data management. Qualitative data analysis 

describes the data in coherent, logical, and non-overlapping sentences, facilitating 

data interpretation and understanding of the analysis results. 

 

The research results show that the conformity of the Decision Number 465 

K/Pdt.Sus-HKI/2024 with the fair use doctrine was not considered by the judge. 

This is due to the commercial nature and character of the work's use, the 

substance of the work used without permission, and the negative economic impact 

on the copyright holder. The legal consequences for the parties regarding 

copyright infringement are that the plaintiff (the heirs of Henk Ngantoeng) can 

register the work and must be declared as the legitimate copyright holder and 

receive compensation. For the defendant (PT. Martina Berto Tbk), the decision 

requires the withdrawal of products and cessation of all types of product 

promotion, the removal of unauthorized copyright registration, and the payment of 

compensation. The third party, DJKI, has the potential to cancel unauthorized 

copyright registrations. 

 

Keywords: Copyright Infringement, Fair Use Doctrine, Sketch Art 
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I.   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Indo ìne ìsia adalah ne ìgara hukum yang me ìmiliki banyak ke ìane ìkaragaman 

peìmikiran dan pe ìrlakuan manusia yang me ìnghasilkan suatu karya. Pe ìrkeìmbangan 

zaman meìnuntut seìtiap individu untuk beìrtindak dan be ìrpikir kre ìatif seìrta 

inoìvatif. Indo ìneìsia se ìndiri meìngalami pe ìrke ìmbangan manusia yang cukup 

signifikan. Hal ini te ìntu meìnye ìbabkan pe ìrsaingan se ìtiap individu untuk 

meìnciptakan gagasan kreìatif se ìrta inoìvatif seìmakin sulit. Peìnciptaan suatu karya 

atau gagasan o ìleìh suatu individu atau keìloìmpoìk teìntu tidak mudah untuk 

dilakukan, dibutuhkan pro ìse ìs dan waktu dalam pe ìnciptaan suatu karya atau 

gagasan. Se ìbuah karya ini dianggap pe ìnting atau dihargai ke ìdudukannya se ìbagai 

Hak Ke ìkayaan Inte ìleìktual (HKI). De ìngan meìngkaji beìrbagai re ìfe ìreìnsi teìntang 

HKI atau Inte ìlleìctual Proìpeìrty Rights me ìrupakan  hasil karya  pe ìmikiran, kre ìasi 

dan de ìsain  yang o ìleìh hukum diakui dan dibe ìrikan hak atas ke ìbe ìndaan teìrse ìbut 

seìhingga hasil dari pe ìmikiran, kre ìasi dan de ìsain teìrse ìbut dapat dipeìrjualbeìlikan.
1
 

Tidak se ìmua o ìrang mampu meìnge ìloìlanya se ìcara maksimal dan me ìnghasilkan 

karya baru, hal ini meìnjadi keìharusan jika Hak Ke ìkayaan Inte ìleìktual harus 

meìndapatkan pe ìrlindungan hukum. 

Meìnurut Satjipto ì Rahardjoì peìrlindungan hukum adalah adanya upaya me ìlindungi 

keìpe ìntingan se ìseìoìrang deìngan cara me ìngalo ìkasikan suatu hak asasi manusia 

keìkuasaan ke ìpadanya untuk beìrtindak dalam rangka  ke ìpe ìntingannya teìrse ìbut.
2
  

Seìmua je ìnis HKI me ìndapatkan pe ìrlindungan hukum, salah satunya adalah hak 

cipta yang me ìmbeìrikan peìmiliknya hak e ìksklusif atas hasil karya-karya asli 

meìre ìka, se ìpeìrti musik, gambar, tulisan dan karya se ìni lainnya. Ke ìkuasaan 

peìncipta te ìrhadap karyanya me ìrupakan ke ìkuasaan mutlak hal ini meìngatur 

                                                           
 1

 Idris,  Aqilah  Shafa  Qhintara,  &  Desmayanti,  Rakhmita.  (2022).  Perlindungan 

Hukum  Pencipta  Terhadap  Plagiasi  Di  Aplikasi  Wattpad Berdasarkan UU Hak Cipta. Jurnal 

Reformasi Hukum Trisakti, 4(5), hlm.137. 

 
2
 Satjipto Rahardjo. Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kompas, 

2009. hlm. 121. 



2 

 

peìncipta dapat be ìrbuat seìsuatu dan beìrtindak de ìmi keìpe ìntingannya. Pe ìrlindungan 

hukum teìrhadap suatu karya di te ìgaskan pada Undang-Undang No ìmo ìr 28 Tahun 

2014 Teìntang hak cipta (UUHC) teìlah meìnye ìbutkan peìnge ìrtian hak cipta seìbagai 

beìrikut: “hak cipta me ìrupakan se ìbuah hak e ìksklusif pe ìncipta yang timbul seìcara 

oìtoìmatis beìrdasarkan prinsip deìklaratif seìte ìlah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

beìntuk nyata tanpa me ìngurangi pe ìmbatasan se ìsuai de ìngan ke ìteìntuan peìraturan 

peìrUndang-Undangan”.  

Peìnuangan gagasan dari tangan se ìse ìoìrang me ìnghasilkan suatu ino ìvasi dalam 

beìntuk nyata, se ìcara harfiah akan meìmpeìro ìleìh hak cipta te ìrkait deìngan ciptaannya 

teìrse ìbut. Maka dari itu o ìrang lain wajib untuk me ìnghargai dan me ìngho ìrmati suatu 

karya atau gagasan yang di ke ìluarkan o ìleìh peìncipta. Hak cipta adalah hak 

eìksklusif peìncipta yang timbul seìcara o ìtoìmatis beìrdasarkan prinsip deìklaratif, 

seìteìlah suatu ciptaan diwujudkan dalam be ìntuk nyata tanpa meìngurangi 

peìmbatasan se ìsuai de ìngan ke ìteìntuan peìraturan peìrundang-undangan.
3
  Prinsip 

deìklaratif pada hak cipta adalah se ìtiap pe ìncipta dapat langsung me ìndapatkan 

haknya se ìcara o ìtoìmatis seìge ìra se ìteìlah se ìbuah karya diciptakan. Hak cipta dan 

peìrlindungan hukum ada se ìjak awal dan tidak me ìmeìrlukan adanya pe ìndaftaran 

teìtapi dapat dilakukan pe ìncatatan te ìrhadap Dire ìktoìrat Jeìndeìral Ke ìkayaan 

Inte ìle ìktual.   

Hak cipta dalam pe ìrlindungannya me ìmuat hak moìral dan hak e ìkoìnoìmi, keìdua hak 

ini adalah hak e ìksklusif yang dimiliki pe ìncipta karya. Hak Mo ìral (Mo ìral Rights) 

adalah hak  yang me ìleìkat pada diri peìncipta yaitu hak untuk seìlalu dicantumkan 

nama pe ìncipta dalam seìtiap ciptaannya.
4
 Seìbagaimana yang te ìrtuang pada Pasal 5 

Ayat (1) UUHC se ìpe ìrti teìtap meìncantumkan atau tidak meìncantumkan namanya 

pada salinan se ìhubungan de ìngan pe ìmakaian ciptaannya untuk umum, 

meìnggunakan nama aliasnya atau samarannya, meìngubah ciptaannya seìsuai 

deìngan ke ìpatutan dalam masyarakat, me ìngubah judul dan anak judul ciptaan,  

meìmpeìrtahankan haknya dalam hal te ìrjadi distoìrsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

                                                           
3
 Sulis Tiawati, Margo Hadi Pura, Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap 

Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum : Universitas Karawang, 

2020, hlm. 171. 
4
 Azni Fitriadina, Kanti Rahayu, Erwin Aditya, Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral 

Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial, Pancasakti Law Journal : Universitas 

Pancasakti Tegal, Vol.1, Nomor 1, 2023, hlm. 13 
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moìdifikasi ciptaan, atau hal yang be ìrsifat meìrugikan ke ìhoìrmatan diri atau 

re ìputasinya. Hak e ìkoìnoìmi adalah hak yang didapatkan pe ìncipta karya untuk 

meìngo ìntroìl dan me ìndapatkan ke ìuntungan e ìkoìnoìmi dari karya yang diciptakan.
5
 

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No ìmoìr 28 Tahun 2014 me ìncantumkan bahwa 

peìme ìgang hak cipta me ìmiliki hak eìkoìnoìmi untuk me ìlakukan pe ìneìrbitan ciptaan, 

peìnggandaan ciptaan dalam se ìgala be ìntuknya, pe ìneìrje ìmah ciptaan, 

peìngadaptasian pe ìngaranseìmeìn, peìndistribusian ciptaan, pe ìrtunjukan ciptaan, 

peìngumuman ciptaan, ko ìmunikasi ciptaan, dan pe ìnye ìwaan ciptaan. 

Hak cipta meìmiliki peìran peìnting dalam pe ìrlindungan suatu karya agar tidak 

dimanfaatkan o ìleìh pihak yang me ìrugikan. Undang-Undang No ìmoìr 28 Tahun 2014 

Teìntang hak cipta te ìlah meìngatur de ìngan je ìlas meìnge ìnai je ìnis ciptaan yang 

dilindungi di dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC yang salah satunya te ìrmasuk karya 

gambar dan ske ìtsa. Skeìtsa atau gambar te ìrmasuk dilindungi dalam pe ìrlindungan 

hukum walaupun tidak se ìcara harfiah dise ìbutkan. Tidak se ìmua manusia me ìmiliki 

keìmampuan me ìnggambar ske ìtsa yang sama, yang mana se ìtiap individu 

meìmpunyai ciri khas masing-masing dalam pe ìnuangan ide ì pada suatu ske ìtsa atau 

gambar. Ske ìtsa adalah seìbuah be ìntuk gambaran yang kasar dan ringan deìngan 

fungsi untuk meìngawali atau dijadikan seìbagai keìrangka awal se ìbuah garapan 

karya lukis yang biasanya dibuat de ìngan tangan di atas me ìdia dua dimeìnsi, 

coìntoìhnya se ìpeìrti keìrtas.
6
 Skeìtsa ini dapat dijadikan langkah awal atau dasar 

peìmbe ìntukan suatu karya tiga dime ìnsi.  

 

Hasil karya ske ìtsa atau gambar yang dimiliki pe ìncipta me ìmuat jiwa, e ìmoìsi, dan 

ideì yang te ìrtuang di dalamnya. Hal ini meìnye ìbabkan suatu skeìtsa meìmiliki nilai 

koìmeìrsial yang tinggi se ìhingga me ìnghasilkan suatu ke ìuntungan bagi pe ìnciptanya. 

Kare ìna sulitnya suatu pro ìseìs peìmbuatan skeìtsa maka se ìringkali te ìrjadi 

peìlanggaran hukum yang me ìrugikan pe ìncipta karya. Se ìtiap keìgiatan yang 

beìrhubungan pada karya o ìrang lain harus me ìndapatkan izin peìme ìgang hak cipta. 

                                                           
5
 Nur Istain, Penggunaan Economic Right ( Hak Ekonomi) dalam Hak Cipta Sebagai 

Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum, Tesis Kenotariatan : Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, 2022, hlm. 20 

 
6
 Anonim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak cipta, 2020, hlm. 

39. 
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Izin me ìmpeìroìleìh pe ìrseìtujuan dari pe ìmiliki hak cipta se ìcara sadar untuk 

meìnggunakan dan me ìmakai hasil karyanya. Jika hal te ìrse ìbut dilakukan tanpa 

dikeìtahui oìleìh peìme ìgang hak cipta maka pe ìrbuatan te ìrseìbut adalah pe ìrbuatan 

meìlawan hukum. 

Hak cipta meìrupakan ke ìkayaan (Pro ìpe ìrty) dan mo ìnoìpoìli teìrbatas dari si pe ìncipta 

atau pe ìmeìgang hak yang harus dilindungi.
7
 Ko ìnseìp hak cipta me ìnge ìnal doìktrin 

yang dimuat dalam suatu pe ìraturan hukum dile ìtakkan o ìleìh peìmbeìntuk Undang-

Undang untuk me ìmbatasi hak eìsklusif dari peìmilik hak cipta. Pe ìmbatasan ini 

adalah se ìbuah ke ìseìimbangan dalam pe ìrlindungan hak cipta. Pe ìmbatasan ini salah 

satunya adalah do ìktrin peìnggunaan wajar (fair useì), doìktrin ini adalah ko ìnseìp 

yang digunakan untuk pe ìnggunaan te ìrbatas dari mateìri hak cipta tanpa pe ìrlu izin 

dari pe ìmeìgang hak cipta.
8
 Peìnggunaan karya ini be ìrtujuan untuk kritik, ko ìmeìntar, 

peìlapo ìran be ìrita, pe ìngajaran, be ìasiswa, atau pe ìne ìlitian. Peìngaturan meìnge ìnai 

koìnseìp peìnggunaan wajar (fair useì) di Indo ìneìsia diatur seìcara e ìksplisit dalam 

Undang-Undang No ìmoìr 28 Tahun 2014 Pasal 43 sampai Pasal 51 UUHC. Pasal 

ini meìngatur te ìntang peìnggunaan hak cipta o ìrang lain yang pada dasarnya 

teìrgo ìloìng se ìbagai pe ìlanggaran hak cipta dapat dike ìcualikan jika tidak 

dimaksudkan untuk ke ìpeìntingan ko ìmeìrsial dan teìrdapat izin dari pe ìmeìgang hak 

cipta. Prinsip ini beìrmaksud karya le ìbih faktual atau info ìrmatif dapat dianggap 

peìnggunaan wajar (fair useì). 

Be ìrdasarkan data yang peìnulis dapatkan, pe ìnulis teìrtarik pada kasus te ìrhadap 

peìmakaian silue ìt seìni gambar ske ìtsa yang meìnimbulkan be ìbeìrapa pihak 

beìrko ìnflik, teìrjadi pada tahun 2023. Kasus be ìrawal dari (Alm.) He ìnk Nganto ìeìng 

seìbagai pe ìmeìgang hak cipta Seìni Gambar Ske ìtsa “Tugu Se ìlamat Datang”  yang 

teìlah dicatat pada Dire ìktoìrat Jeìndeìral Ke ìkayaan Inte ìle ìktual pada tanggal 13 Me ìi 

2009 dan pe ìncatatan pe ìngalihan hak te ìrtanggal 25 O ìkto ìbeìr 2019 de ìngan noìmoìr 

peìncatatan 46189, 46190, dan 46191. Ciptaan skeìtsa “Tugu Se ìlamat Datang” 

milik (Alm.) Heìnk Nganto ìe ìng diduga dipakai pada suatu proìduk milik PT. 

                                                           
7
 Rahmi Jened, “Hukum Hak cipta (Copyright’s Law)”, Cet.1, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2014. hlm. 171 
8
 Ibid, hlm. 163 
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Martina Be ìrtoì Tbk. Proìduk teìrse ìbut lalu didistribusikan keìpada masyarakat 

seìhingga se ìcara tidak langsung de ìngan te ìrang me ìnge ìdarkan ciptaan.  

Peìrmasalahan itu be ìrlanjut sampai di muka Peìngadilan Niaga, yang di lapoìrkan 

oìleìh Ahli Waris (Alm.) He ìnk Nganto ìeìng se ìlaku Peìnggugat me ìlawan PT Martina 

Be ìrtoì TBK se ìbagai Te ìrgugat. Pe ìnggunaan silueìt “Tugu Seìlamat Datang” ini 

dijadikan pada pro ìduk Tre ìnd Coìloìr Sari Ayu Tahun 2018 (Te ìma Jakarta) dan 

dipeìrjual-beìlikan oìleìh PT. Martina Be ìrtoì Tbk. Walaupun (Alm.) He ìnk Nganto ìe ìng 

teìlah me ìninggal dunia namun peìrlindungan hak cipta be ìrdasarkan Pasal 58 huruf f 

joì. Pasal 74 Ayat (1) huruf B UU hak cipta atas ciptaan karya se ìni rupa dalam 

seìgala be ìntuk seìlama hidup peìncipta dan teìrus beìrlangsung se ìlama 70 (tujuh 

puluh) tahun se ìteìlah peìncipta me ìninggal dunia. Maka dari itu karya (Alm.) He ìnk 

Nganto ìe ìng masih teìtap dilindungi hingga tahun 2062. Hasil gugatan peìrtama 

meìnghasilkan Putusan No ìmoìr 68/pdt.sus-hak-Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst., 

Tanggal 28 De ìseìmbe ìr 2023 yang dalam po ìkoìk peìrkaranya yaitu ”Me ìneìrima dan 

meìngabulkan Gugatan Peìnggugat untuk se ìbagian” dan ”Me ìnoìlak e ìkseìpsi 

Teìrgugat se ìluruhnya. 

Teìrgugat tidak dapat meìne ìrima hasil dari Putusan Peìngadilan Niaga pada 

Peìngadilan Ne ìge ìri Jakarta Pusat kare ìna be ìranggapan bahwa gugatan Pe ìnggugat 

tidak dapat dite ìrima. Te ìrgugat  me ìngajukan banding pada Mahkamah Agung dan 

meìndapatkan hasil pe ìrmoìhoìnan kasasi me ìngeìluarkan Putusan No ìmoìr 465 

K/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 29 Me ìi 2024 deìngan amar Putusan yaitu ”Meìnoìlak 

peìrmoìhoìnan Kasasi dari Peìmoìhoìn Kasasi: PT. Martina Be ìrto ì Tbk dan  

meìmpeìrbaiki amar Putusan Peìngadilan Niaga pada Pe ìngadilan Ne ìge ìri Jakarta 

Pusat. Adanya gugatan pada tingkat pe ìrtama dan banding ini, me ìnyatakan bahwa 

peìrbuatan Te ìrgugat PT. Martina Be ìrtoì Tbk meìnggunakan silue ìt skeìtsa pada 

proìduknya de ìngan tanpa izin dari Peìmeìgang hak cipta me ìrupakan pe ìlanggaran 

hak cipta. 

Atas dasar pe ìnjeìlasan te ìrseìbut maka pe ìnulis meìrasa te ìrtarik untuk meìmahami dan 

meìnganalisis atas tindakan seìngke ìta keìkayaan inteìleìktual yang timbul di antara 

Seìna Maya Nganto ìeìng, Geìniati Hane ìveì Ngantoìeìng, Kamang Soìlana, Christieì 

Pricilla Nganto ìeìng atau diseìbut para Peìnggugat dan PT. Marina Beìrtoì Tbk atau 
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diseìbut Te ìrgugat. Maka dari itu pe ìnulis meìngangkat judul pe ìnulisan proìpoìsal 

skripsi yaitu ”Perlindungan Hak Cipta Seni Gambar Sketsa (Studi Putusan 

Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Be ìrdasarkan latar be ìlakang di atas, maka ide ìntifikasi masalah yang muncul dalam 

peìne ìlitian ini adalah seìbagai be ìrikut :  

1. Bagaimanakah ke ìseìsuaian Putusan No ìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika 

dikaitkan de ìngan prinsip peìnggunaan wajar (fair useì)? 

2. Bagaimanakah akibat hukum teìrhadap para pihak atas pe ìlanggaran hak cipta 

beìrdasarkan Putusan No ìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024? 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pe ìnulisan skripsi ini teìrdapat ruang lingkup bidang pe ìneìlitian, 

oìbjeìk pe ìneìlitian dan waktu teìmpat pe ìneìlitian. Ruang lingkup bidang pe ìneìlitian ini 

adalah ilmu hukum pe ìrdata pada Hak Ke ìkayaan Inteìleìktual. Ruang lingkup o ìbje ìk 

peìne ìlitian ini adalah me ìnge ìnai analisis peìrlindungan hak cipta se ìni gambar ske ìtsa 

(Studi Putusan No ìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024). Me ìncangkup analisis 

keìse ìsuaian hak cipta de ìngan prinsip pe ìnggunaan wajar (fair useì). Adapun ruang 

lingkup waktu pe ìne ìlitian dilakukan pada Tahun 2024. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk meìngkaji dan me ìnganalisis ke ìseìsuaian Putusan Noìmoìr 465 K/Pdt.Sus-

HKI/2024 jika dikaitkan deìngan prinsip pe ìnggunaan wajar (fair use ì). 

2. Untuk meìngkaji dan me ìnganalisis bagaimanakah akibat hukum teìrhadap para 

pihak atas peìlanggaran hak cipta Be ìrdasarkan Putusan Noìmoìr 465 K/Pdt.Sus-

HKI/2024. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Ke ìgunaan pe ìne ìlitian ini te ìrdiri dari ke ìgunaan se ìcara te ìoìritis dan ke ìgunaan se ìcara 

praktis seìbagai be ìrikut : 

1. Ke ìgunaan Te ìoìritis, peìne ìlitian hukum dan hasil peìneìlitian ini diharapkan dapat  

beìrguna dan me ìnambah doìkumeìntasi se ìrta kajian ilmu hukum pe ìrdata. Dan 
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dapat me ìmbeìrikan sumbangan pe ìmikiran,infoìrmasi,wawasan ke ìpada 

masyarakat te ìntang pe ìngeìtahuan Hak Ke ìkayaan Inteìleìktual, khususnya pada 

peìrlindungan hak cipta. 

2. Ke ìgunaan Praktis, hasil pe ìneìlitian ini diharapkan dapat me ìmbantu dan 

meìmbeìrikan masukan ke ìpada se ìmua pihak yang me ìmbutuhkan peìnge ìtahuan 

yang be ìrhubungan de ìngan peìrmasalahan yang dite ìliti dan dapat me ìnjadi 

peìdoìman hukum yang be ìrguna untuk masyarakat bahwa pe ìlanggaran hak 

cipta teìrdapat pe ìrlindungan hukum yang be ìrlaku. Seìbagai salah satu 

meìmpeìro ìleìh ge ìlar Sarjana Hukum khususnya bagian ilmu hukum 

keìpe ìrdataan pada Fakultas Hukum Unive ìrsitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perlindungan Hukum 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

 Undang-Undang Ke ìwargane ìgaraan Re ìpublik Indoìneìsia No ìmoìr 12 Tahun 2006 

Teìntang Ke ìwargane ìgaraan Re ìpublik Indo ìneìsia meìngatakan pe ìrlindungan hukum 

meìrupakan hak se ìluruh warga ne ìgara, seìbaliknya peìrlindungan hukum meìrupakan 

keìwajiban ne ìgara itu seìndiri, seìhingga ne ìgara meìmpunyai ke ìwajiban untuk 

meìmbeìrikan pe ìrlindungan hukum teìrhadap warga ne ìgaranya. Pada prinsipnya 

peìrlindungan hukum te ìrhadap masyarakat be ìrpijak dan be ìrsumbe ìr dari koìnseìp 

peìngakuan dan pe ìrlindungan harkat martabat manusia. Peìrlindungan hukum 

adalah suatu ko ìnseìp yang me ìngacu pada upaya, tindakan atau me ìkanismeì yang 

dilaksanakan untuk meìlindungi hak-hak individu atau keìloìmpoìk teìrhadap 

peìlanggaran atau pe ìnyalahgunaan yang dilakukan oìleìh pihak lain, teìrmasuk 

neìgara, o ìrganisasi atau individu. Peìrlindungan ini dimaksudkan untuk meìnjamin 

keìadilan so ìsial, dan keìpastian hukum bagi se ìmua pihak yang te ìrlibat.  

  

Meìnurut pe ìndapat Lili Rasjidi dan B. Arie ìf Sidharta teìntang hukum untuk 

meìmbeìri pe ìrlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan dibutuhkan o ìleìh 

manusia justru be ìrdasarkan pro ìduk peìnilaian manusia untuk me ìnciptakan ko ìndisi 

yang me ìlindungi dan me ìmajukan martabat manusia se ìrta untuk meìmungkinkan 

meìnjalani keìhidupan yang se ìsuai deìngan martabatnya.
9
 Beìrdasarkan pe ìndapat 

teìrse ìbut dapat diartikan hukum dibuat deìngan tujuan untuk meìnciptakan suatu 

keìadaan yang aman dan teìrlindungi bagi manusia. Hal ini beìrtujuan untuk 

meìmajukan martabat manusia dan me ìmungkinkan se ìtiap individu untuk meìnjalani 

keìhidupan yang layak dan be ìrmartabat. Hukum be ìrtindak se ìbagai alat yang 

meìnjaga dan me ìngatur ke ìhidupan soìsial agar se ìtiap oìrang dapat meìrasa 

teìrlindungi dan dihargai dalam masyarakat.  

                                                           
 9 Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Cetakan 

kesebelas (Bandung : Citra Aditya Bhakti,2012), hlm. 64 
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Para ahli se ìndiri me ìmiliki deìfinisinya masing-masing me ìnge ìnai pe ìrlindungan 

hukum. Meìnurut Satjiptoì Raharjoì, Deìngan kata lain, peìrlindungan hukum 

meìrupakan upaya untuk meìngatur be ìrbagai ke ìpeìntingan dalam masyarakat agar 

tidak teìrjadi pe ìrteìntangan antar ke ìpe ìntingan. Peìrlindungan hukum dibeìrikan 

keìpada masyarakat agar meìre ìka dapat me ìnikmati se ìmua hak yang dibe ìrikan o ìleìh 

hukum dan meìmbeìrikan peìrlindungan te ìrhadap hak asasi manusia yang dilanggar 

oìleìh oìrang lain dan mampu meìlaksanakan se ìmua hak hukum.
10

 

 

 Meìnurut C.S.T. Kansil peìrlindungan hukum adalah beìrbagai upaya hukum yang 

harus dibe ìrikan o ìleìh aparat pe ìne ìgak hukum untuk me ìmbeìrikan rasa aman, baik 

seìcara pikiran maupun fisik dari gangguan dan be ìrbagai ancaman dari pihak mana 

pun.
11

 Peìndapat C.S.T Kansil me ìne ìgaskan bahwa pe ìrlindungan hukum adalah 

upaya ko ìmpreìhe ìnsif yang dilakukan o ìleìh pe ìneìgak hukum untuk meìlindungi 

individu dari seìgala be ìntuk gangguan dan ancaman, se ìrta meìmastikan bahwa 

meìre ìka meìrasa aman se ìcara ke ìse ìluruhan. 

 

 Meìnurut Muchsin, pe ìrlindungan hukum adalah ke ìgiatan untuk me ìlindungi 

individu deìngan me ìnye ìrasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

meìnjeìlma dalam sikap dan tindakan dalam me ìnciptakan adanya ke ìteìrtiban dalam 

peìrgaulan hidup antara seìsama manusia.
12

 Be ìrdasarkan be ìbe ìrapa pe ìndapat para 

ahli keìmukakan, se ìmua ahli seìpakat bahwa pe ìrlindungan hukum be ìrtujuan untuk 

meìnjaga dan me ìlindungi hak- hak individu dalam masyarakat. Me ìreìka 

meìne ìkankan pe ìntingnya pe ìran pe ìne ìgak hukum dalam me ìmastikan keìamanan dan 

keìte ìrtiban. Seìlain itu, pe ìrlindungan hukum juga beìrtujuan untuk me ìnghindari 

koìnflik keìpe ìntingan dalam masyarakat dan me ìmastikan bahwa se ìtiap individu 

dapat meìnikmati hak-hak meìre ìka seìsuai deìngan hukum yang be ìrlaku. 

Peìrlindungan hukum me ìncakup aspe ìk fisik, me ìntal, dan hak asasi manusia, se ìrta 

beìrtujuan me ìnciptakan keìhidupan yang te ìrtib dan beìrmartabat. 

  

                                                           
 10 Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, Ratna Lutfitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, 

Nomor  1, (2020), hlm. 365-366. 

 11 Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Rineka Cipta : Jakarta, 

2011, hlm.102 
 12   Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003). hlm.14 
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 Indo ìne ìsia seìbagai ne ìgara hukum yang be ìrlandaskan Pancasila, harus me ìmbeìrikan 

peìrlindungan hukum ke ìpada warga masyarakatnya. Pe ìrlindungan  hukum ini 

akan me ìnghasilkan pe ìngakuan dan pe ìrlindungan teìrhadap hak asasi manusia, baik 

seìbagai individu maupun se ìbagai bagian dari masyarakat. Dalam ke ìrangka neìgara 

keìsatuan, pe ìrlindungan ini me ìnjunjung tinggi se ìmangat ke ìkeìluargaan untuk 

meìncapai ke ìseìjahteìraan beìrsama. 

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum 

 Meìnurut Muchsin, pe ìrlindungan hukum adalah upaya untuk me ìlindungi individu 

atau subje ìk hukum me ìlalui pe ìneìrapan pe ìraturan pe ìrUndang-Undangan yang 

beìrlaku, di mana pe ìlaksanaannya dite ìgakkan deìngan pe ìmbeìrian sanksi. 

Peìrlindungan hukum dibeìrikan ke ìpada subye ìk hukum se ìsuai de ìngan aturan 

hukum, baik yang be ìrsifat pre ìveìntif maupun yang be ìrsifat re ìpre ìsif, baik seìcara 

teìrtulis maupun tidak teìrtulis dalam rangka meìne ìgakkan pe ìraturan hukum. 

Meìnurut Philipus M. Hadjoìn, peìrlindungan hukum meìliputi dua hal, yaitu:
13

  

a. Peìrlindungan Hukum Preìve ìntif Peìrlindungan yang dibe ìrikan o ìleìh peìmeìrintah 

deìngan tujuan untuk meìnce ìgah se ìbeìlum teìrjadinya pe ìlanggaran. Hal ini 

teìrdapat dalam pe ìraturan pe ìrUndang-Undangan de ìngan maksud untuk 

meìnce ìgah suatu pe ìlanggaran se ìrta meìmbe ìrikan rambu-rambu atau 

batasanbatasan dalam me ìlakukan suatu ke ìwajiban. 

b. Peìrlindungan Hukum Re ìpre ìsif meìrupakan pe ìrlindungan akhir be ìrupa sanksi 

seìpe ìrti deìnda, pe ìnjara, dan hukuman tambahan yang dibe ìrikan apabila sudah 

teìrjadi se ìngke ìta atau te ìlah dilakukan suatu pe ìlanggaran. 

 

Peìrlindungan hukum masyarakat yang be ìrsifat pre ìveìntif dapat dijamin deìngan 

meìmbeìrikan ke ìse ìmpatan keìpada masyarakat untuk meìnyampaikan ke ìbe ìratan atau 

meìmbeìrikan masukan seìbe ìlum peìmeìrintah me ìngambil ke ìPutusan. Se ìdangkan 

peìrlindungan hukum te ìrhadap masyarakat be ìrsifat  re ìpreìsif, yaitu de ìngan 

beìrupaya me ìnye ìleìsaikan koìnflik-koìnflik yang timbul dalam masyarakat te ìrseìbut. 

                                                           
 

13
 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hlm.25. 
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2.2 Hak cipta  

2.2.1. Pengertian Hak cipta 

Hak Ke ìkayaan Inte ìleìktual (HKI) adalah hak atas keìkayaan yang be ìrasal dari karya 

inteìleìktual manusia, yaitu hak yang be ìrasal dari hasil kre ìatif yaitu ke ìmampuan 

daya pike ìr manusia yang die ìkspre ìsikan dalam be ìrbagai be ìntuk karya, yang 

beìrmanfaat se ìrta be ìrguna untuk me ìnunjang ke ìhidupan se ìhari-hari.
14

 Hak cipta 

masuk keìdalam hak yang dilindungi dalam kate ìgo ìri Hak Ke ìkayaan Inte ìleìktual. 

Peìnggunaan gagasan yang diciptakan o ìle ìh peìncipta atau pe ìmeìgang hak cipta 

harus dilindungi be ìrdasarkan pe ìraturan yang be ìrlaku. Kamus Be ìsar Bahasa 

Indo ìne ìsia (KBBI) me ìngartikan kata ”hak’ se ìbagai ke ìweìangan yang dilimpahkan 

keìpada pihak te ìrteìntu dan meìmiliki keìbeìbasan untuk meìnggunakannya. Arti 

”cipta” be ìrfoìkus pada hasil karya yang te ìrjadi kare ìna akal pikiran manusia, 

peìrasaan, pe ìnge ìtahuan, imajinasi dan pe ìngalamaan. Be ìrdasarkan pe ìnge ìrtian 

teìrse ìbut disimpulkan hak cipta be ìrhubungan deìngan hasil karya inteìle ìktual 

manusia yang me ìmiliki keìwe ìnangan di dalamnya.  

 

 St. Mo ìhammad Syah me ìrupakan pe ìnce ìtus mula-mula istilah hak cipta pada tahun 

1951 di Bandung, ia be ìrpeìndapat bahwa hak pe ìncipta adalah Aute ìursreìcht bukan 

hanya hak pe ìngarang. Meìnurut Aute ìursweìt 1912 Pasal 1 me ìnye ìbutkan: “hak cipta 

adalah hak tunggal dari pada peìncipta, atau hak dari pada yang me ìndapat hak 

teìrse ìbut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan ke ìsusastraan, pe ìnge ìtahuan dan 

keìse ìnian, untuk meìngumumkan dan meìmpeìrbanyaknya de ìngan meìngingat 

peìmbatasan-pe ìmbatasan yang dite ìntukan o ìleìh Undang-Undang.”
 15

 

 

 Hak cipta adalah hak eìksklusif bagi pe ìncipta atau pe ìneìrima hak untuk 

meìngumumkan atau me ìmpeìrbanyak ciptaannya atau me ìmbeìrika izin untuk itu 

deìngan tidak me ìngurangi pe ìmbatasanpe ìmbatasan me ìnurut pe ìraturan pe ìrundang-

undangan.
16

 Koìnse ìp hak cipta di Indo ìneìsia me ìrupakan te ìrje ìmahan dari koìnseìp 

                                                           
14

 M. Citra Ramadhan Fitri Yanni Dewi Siregar Bagus Firman Wibowo Buku Ajar Hak 

Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press,  2023, hlm. 1 
 

15
 Sophar Maru Hutagalung, Hak cipta Kedudukan dan Perananya dalam Pembangunan, 

(Jakarta: Sinar Grafika,2012) hlm. 143. 

 
16

 Dwi Suryahartati, Nelli Herlina, “Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual”, Jambi : 

Unja Publisher, 2022. Hlm.41 
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Coìpyright dalam bahasa Inggris, dalam Bahasa Indo ìne ìsia seìcara harfiah dapat 

diartikan deìngan hak salin.
17

  Peìnge ìrtian dalam hak cipta diatur pada Undang- 

Undang No ìmoìr 28 Tahun 2014 te ìntang hak cipta me ìnyatakan bahwa hak cipta 

adalah hak yang me ìngatur karya inte ìleìktual di bidang ilmu pe ìnge ìtahuan, seìni dan 

sastra yang dituangkan dalam be ìntuk yang khas dan dibeìrikan pada ide ì, proìseìdur, 

meìtoìdeì atau ko ìnseìp yang teìlah dituangkan dalam wujud teìtap. 

 

 Hukum hak cipta dalam hal ini tidak me ìlindungi ideì pada pe ìncipta, artinya suatu 

ideì harus dijadikan wujud asli karya untuk dapat dilindungi. Pe ìrlindungan hukum 

pada hak cipta harus dapat dilihat, dideìngar maupun dibaca. Suatu karya dapat 

dikatakan me ìmiliki unsur o ìriginalitas dan me ìrupakan be ìntuk kre ìativitas jika 

meìrupakan hasil kre ìasi seìndiri walaupun bisa saja te ìrinspirasi dari karya oìrang 

lain.
18

 Be ìrdasarkan pe ìndapat yang be ìrsumbeìr dari para ahli dan Undang-Undang 

dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak e ìksklusif bagi pe ìncipta atau 

peìne ìrima hak untuk me ìngumumkan, me ìmpeìrbanyak, atau me ìmbeìri izin te ìrkait 

ciptaannya se ìsuai de ìngan peìraturan yang be ìrlaku. Di Indo ìneìsia, koìnse ìp ini diatur 

dalam Undang-Undang No ìmoìr 28 Tahun 2014, yang me ìlindungi karya inteìle ìktual 

di bidang ilmu peìnge ìtahuan, se ìni, dan sastra dalam beìntuk teìtap. Hukum hak cipta 

tidak me ìlindungi ideì, te ìtapi karya yang dapat dilihat, dide ìngar, atau dibaca. Karya 

harus me ìnunjukkan oìriginalitas dan kre ìativitas, meìskipun bisa teìrinspirasi dari 

karya lain.  

 

 Seìlain deìfinisi hak cipta, peìmbatasan-pe ìmbatasan dalam hak cipta juga diatur 

pada Pasal 19 Undang-Undang No ìmoìr 28 Tahun 2014 yaitu : 

a. Peìmeìgang hak cipta be ìrhak untuk meìngumumkan ciptaan.  

b. Peìmeìgang hak cipta be ìrhak untuk meìmpe ìrbanyak ciptaan. 

c. Peìmeìgang hak cipta be ìrhak untuk meìmbe ìri izin teìrhadap ciptaan.   

Ke ìistimeìwaan pe ìmeìgang hak cipta di atur dan di lindungi o ìleìh undang- undang di 

Indo ìne ìsia untuk meìnghargai suatu karya dan je ìrih peìmikiran pe ìncipta. 

                                                           
 

17
 Diah Ayu Utami,2019,”Perlindungan Hak cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang 

Marak Terjadi”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. hlm 1. 

 
18

 M. Citra Ramadhan Fitri Yanni Dewi Siregar Bagus Firman Wibowo Buku Ajar Hak 

Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press,  2023.hlm.20 
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2.2.2 Macam-Macam Hak yang Melekat pada Hak cipta  

 Hak yang beìrse ìpadan deìngan hak cipta oìleìh kare ìna keìdua hak itu (coìpy rights 

maupun neìighbo ìring rights) adalah dua hak yang saling me ìleìkat beìrdampingan 

teìtapi dapat dipisahkan satu deìngan yang lainnya.
19

 Hak cipta dikeìnal de ìngan hak 

eìksklusif yang me ìngacu pada hak yang dibe ìrikan keìpada pe ìncipta atau pe ìmeìgang 

hak cipta untuk me ìlakukan be ìrbagai tindakan teìrte ìntu teìrkait de ìngan karyanya, 

seìpe ìrti meìnggandakan, meìndistribusikan, meìnjual, atau me ìmbuat turunan dari 

karya te ìrseìbut. Hak ini meìmbeìrikan ko ìntro ìl pe ìnuh ke ìpada pe ìmilik hak cipta atas 

peìnggunaan dan pe ìmanfaatan karya cipta te ìrseìbut, seìrta me ìmbeìri pe ìrlindungan 

hukum teìrhadap pe ìnggunaan tanpa izin dari pihak lain. 

 

 Hak-hak yang te ìrkandung dalam hak cipta te ìlah di atur dalam Pasal UU Noìmoìr 

28 Tahun 2014 te ìntang hak cipta. Undang-Undang ini pula te ìlah meìnjeìlaskan 

peìnge ìrtian hak cipta pada Pasal 4 yang be ìrbunyi: “hak cipta se ìbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meìrupakan hak eìksklusif yang te ìrdiri atas hak 

moìral dan hak e ìkoìnoìmi” . Hak cipta se ìbagai hak subjeìktif dibeìdakan dalam:
20

  

a. Hak e ìkoìnoìmi (e ìcoìnoìmi right) adalah hak khusus bagi pe ìncipta untuk 

meìngumumkan atau me ìmpeìrbanyak ciptaannya dan me ìmbe ìr izin untuk itu. 

Hak e ìkoìnoìmi itu dapat dialihkan ke ìpada pihak lain. 

b. Hak mo ìral (mo ìral right) adalah hak be ìrke ìnaan deìngan me ìngadakan larangan 

untuk oìrang lain me ìngadakan pe ìrubahan se ìbuah karya ciptaan, larangan 

peìrubahan judulnya, larangan pe ìrubahan pe ìnciptanya dan hak bagi pe ìncipta 

untuk meìlakukan pe ìrubahan karya ciptaannya. Hak-hak moìral ini tidak dapat 

dialihkan. Peìngaturan meìnge ìnai hak ini teìrdapat dalam Pasal 24 Undang-

Undang No ìmo ìr 28 Tahun 2014 teìntang hak cipta. 

 

Be ìrdasarkan pe ìnge ìrtian teìrse ìbut dapat disimpulkan hak moìral dan hak e ìkoìnoìmi 

adalah dua aspe ìk pe ìnting dalam hak cipta. Hak moìral le ìbih beìrfo ìkus pada 

peìngakuan te ìrhadap karya pe ìncipta yang tidak dapat dinilai de ìngan uang, hak ini 

                                                           
19

 Dolot Alhasni Bakung, Mohamad Hidayat Muhtar, “Determinasi Perlindungan Hukum 

Pemagang Hak Atas Neighboring Right’ Jambura Law Review, Vol.2 Nomor 1,2020. hlm. 73. 
20

 Azni Fitriadina, Kanti Rahayu, Erwin Aditya, Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak 

Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial, Pancasakti Law Journal : 

Universitas Pancasakti Tegal, Vol.1, Nomor 1, 2023. Hlm.12 
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meìmbeìrikan pe ìncipta ke ìwe ìnangan dan ke ìkuasaan untuk me ìnjaga inte ìgritas karya 

ciptaannya, se ìrta pe ìrasaan naluri yang muncul apabila seìse ìoìrang me ìlanggar atau 

meìnambah karya ciptaanya tanpa izin.
21

 Hak moìral tidak dapat dialihkan se ìlama 

peìncipta masih hidup, namun dapat dialihkan meìlalui wasiat se ìte ìlah peìncipta 

meìninggal. Di sisi lain, hak e ìkoìnoìmi meìmbeìrikan hak e ìksklusif keìpada peìncipta 

atau pe ìmeìgang hak cipta untuk me ìndapatkan manfaat e ìkoìnoìmi dari ciptaannya, 

seìpe ìrti meìlalui peìne ìrbitan, peìnggandaan, peìne ìrjeìmahan, pe ìngadaptasian, 

distribusi, peìrtunjukan, peìngumuman, ko ìmunikasi, dan pe ìnye ìwaan ciptaan. Seìtiap 

peìnggunaan e ìkoìnoìmi dari ciptaan me ìmeìrlukan izin dari pe ìncipta atau pe ìmeìgang 

hak cipta, dan tanpa izin teìrse ìbut, peìnggandaan atau pe ìnggunaan koìmeìrsial 

ciptaan dilarang. 

2.2.3 Ciptaan yang Dilindungi Hak cipta 

 Hak cipta me ìlindungi be ìbeìrapa ciptaan yang diatur o ìleìh Pasal 40 Undang-Undang 

Noìmoìr 28 Tahun 2014 te ìntang hak cipta. Hak cipta yang dilindungi me ìliputi ilmu, 

peìnge ìtahuan, se ìni dan sastra. Pe ìrlindungan ini be ìrlaku bagi se ìtiap warga ne ìgara, 

peìnduduk, dan badan hukum yang untuk pe ìrtama kali dilakukan pe ìneìrbitannya di 

Indo ìne ìsia. Be ìrikut adalah be ìbeìrapa ciptaan yang dilindungi beìse ìrta Pasal-

Pasalnya: 

a. Buku, Pamfle ìt, dan Se ìmua Karya Tulis Lainnya diatur dalam  Pasal 40 Ayat 

(1) huruf a; 

b. Ceìramah, Kuliah, Pidato ì, dan Ciptaan Lain yang Dinyatakan de ìngan Kata-

Kata diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf b; 

c. Alat Peìraga yang Dihasilkan untuk Ke ìpeìntingan Pe ìndidikan dan Ilmu 

Peìnge ìtahuan diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf c; 

d. Lagu atau Musik de ìngan atau Tanpa Te ìks diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) 

huruf d; 

e. Drama, Drama Musikal, Tari, Ko ìre ìoìgrafi, Wayang, dan Panto ìmim diatur 

dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf e ì; 

                                                           
21

 Syarifuddin, 2021, Perjanjian Lisensi dan Pendaftara Hak cipta, Bandung: PT Alumni, 

hlm 51. 



15 
 

f. Seìni Rupa dalam Be ìntuk Apapun Se ìpeìrti Lukisan, Gambar, Ukiran, Kaligrafi, 

Patung, Ko ìlase ì, dan Seìni Te ìrapan diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f; 

g. Arsiteìktur diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf g; 

h. Peìta diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf h; 

i. Seìni Batik diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf I; 

j. Fo ìtoìgrafi diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf j; 

k. Proìgram Ko ìmputeìr diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf k; 

l. Sineìmatoìgrafi diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf l; 

m. Teìrje ìmahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Database ì, dan Karya Lain dari 

Hasil Peìngalihwujudan diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m; 

n. Koìmpilasi Ciptaan atau Data, Baik dalam Fo ìrmat yang Dapat Dibaca de ìngan 

Proìgram Ko ìmputeìr atau Meìdia Lain diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n; 

o. Karya Te ìrjeìmahan, Adaptasi, Aranse ìme ìn, dan Moìdifikasi Lainnya diatur 

dalam  Pasal 40 Ayat (1) huruf o ì; 

p. Ciptaan Lainnya yang Be ìrdasarkan Fungsinya Me ìrupakan Turunan dari 

Ciptaan yang sudah ada diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf p; 

 Peìrlindungan ini me ìncakup baik hak moìral maupun hak e ìkoìnoìmi yang dipeìgang 

oìleìh pe ìncipta atau pe ìmeìgang hak cipta, dan se ìtiap pe ìlanggaran te ìrhadap hak-hak 

ini dapat dikeìnai sanksi seìsuai deìngan ke ìteìntuan yang diatur dalam Undang-

Undang. Pe ìrlindungan hak cipta adalah tujuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Noìmoìr 28 Tahun 2014, seìbagaimana dise ìbutkan dalam Pasal 12 Ayat (2). 

Peìrlindungan ini dianggap wajar kare ìna me ìlindungi pe ìngo ìlahan dari ciptaan asli 

keìpada pe ìnge ìloìla. Peìnge ìloìla harus meìmpe ìroìleìh izin teìrle ìbih dahulu dari peìncipta 

asli atau pe ìneìrima haknya se ìbeìlum meìngo ìlah karya te ìrse ìbut. Coìntoìhnya, ke ìtika 

heìndak me ìneìrjeìmahkan karya o ìrang lain, pe ìneìrjeìmah harus me ìndapatkan izin 

teìrle ìbih dahulu dari pe ìmeìgang hak cipta asli. 

2.2.4 Masa Berlaku Hak cipta 

Masa be ìrlaku hak cipta diatur dalam Pasal 57 sampai de ìngan Pasal 60 UUHC. 

Teìrdapat masa be ìrlaku untuk hak mo ìral dan hak e ìkoìnoìmi. Tanpa me ìngurangi hak 

peìncipta atas jangka waktu pe ìrlindungan hak cipta yang dihitung se ìjak lahirnya 
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suatu ciptaan, pe ìnghitungan jangka waktu pe ìrlindungan bagi ciptaan yang 

dilindungi, jangka waktu peìrlindungan hak cipta adalah se ìbagai be ìrikut: 
22

 

a. Seìpanjang hayat pe ìncipta ditambah 50 (lima puluh) tahun se ìteìlah meìninggal 

dunia, untuk ciptaan yang asli bukan turunan (de ìrivatif). 

b. Seìlama 50 (lima puluh) tahun seìjak peìrtama kali ciptaan itu diumumkan. 

Jeìnis-jeìnis ciptaan yang dimaksud me ìliputi proìgram ko ìmputeìr dan karya 

deìridatif se ìpe ìrti karya sineìmatoìgrafi, re ìkaman suara, karya pe ìrtunjukan, dan 

karya siaran.  

c. Seìlama 25 (dua puluh lima) tahun. Peìrlindungan yang te ìrpe ìndeìk ini 

dibeìrikan untuk karya fo ìtoìgrafi, karya susunan peìrwajahan, dan karya tulis 

yang dite ìrbitkan.  

d. Ciptaan yang dimiliki atau dipe ìgang o ìleìh badan hukum, be ìrlaku se ìlama 50 

(lima puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun se ìjak peìrtama kali 

diumumkan.  

e. Ciptaan yang dipe ìgang atau dilaksanakan o ìleìh neìgara be ìrdasarkan Pasal 10 

Ayat (2) huruf b UUHC, beìrlaku tanpa batas. 

2.2.5 Pemegang dan Pengalihan Hak cipta 

Peìmeìgang hak cipta, se ìbagaimana dide ìfinisikan dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-

Undang Hak Cipta, meìrujuk keìpada pe ìncipta yang se ìcara langsung me ìmiliki hak 

cipta, individu atau e ìntitas yang me ìne ìrima hak teìrse ìbut langsung dari pe ìncipta, 

atau pihak yang me ìne ìrima hak te ìrseìbut dari pihak yang se ìbeìlumnya meìne ìrima 

hak teìrse ìbut. Seìlain itu, Pasal 6 Undang-Undang Hak cipta me ìneìtapkan bahwa 

jika suatu karya te ìrdiri dari be ìbe ìrapa bagian yang diciptakan o ìleìh dua o ìrang atau 

leìbih, oìrang yang dianggap se ìbagai pe ìncipta adalah o ìrang yang me ìmimpin dan 

meìngawasi pe ìnye ìleìsaian seìluruh karya te ìrse ìbut. Seìlanjutnya, Pasal 7 Undang-

Undang Hak Cipta meìnyatakan bahwa oìrang yang me ìrancang suatu karya te ìtapi 

diwujudkan dan dilaksanakan o ìleìh oìrang lain di bawah pe ìngawasan oìrang yang 

meìrancang te ìrseìbut, akan dianggap se ìbagai pe ìncipta karya te ìrse ìbut.  

  

                                                           
22

 Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet 2, Ed 

1, hlm. 117 
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Be ìrdasarkan ke ìteìntuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, jika suatu karya 

diciptakan dalam koìnteìks hubungan ke ìrja deìngan pihak lain, peìmeìgang hak cipta 

akan me ìnjadi pihak yang dalam lingkup pe ìkeìrjaannya karya te ìrse ìbut diciptakan, 

keìcuali jika ada pe ìrjanjian lain antara ke ìdua be ìlah pihak yang me ìne ìtapkan hal 

teìrse ìbut, tanpa meìngurangi hak pe ìncipta jika peìnggunaan karya te ìrseìbut dipeìrluas 

di luar koìnteìks hubungan keìrja. Pe ìncipta dan keìpeìmilikan hak meìrupakan koìnseìp 

utama dalam hak cipta, di mana seìoìrang pe ìncipta harus me ìmiliki ideìntitas dan 

status yang je ìlas untuk meìne ìtapkan ke ìpeìmilikan hak.
23

 Pada dasarnya, meìre ìka 

yang me ìnciptakan suatu karya juga me ìrupakan pe ìmilik hak cipta. 

  

Peìmeìgang hak cipta me ìmiliki peìran pe ìnting dalam meìne ìntukan keìpe ìmilikan dan 

peìnggunaan hak cipta atas suatu karya. Namun, teìrdapat situasi di mana hak cipta 

dapat dialihkan atau dibeìrikan ke ì pihak lain. Proìseìs pe ìralihan hak cipta dapat 

teìrjadi me ìlalui beìrbagai meìkanisme ì, seìpeìrti pe ìnjualan, warisan, atau pe ìrjanjian 

antara pihak-pihak teìrkait. Hal ini meìncakup ke ìteìntuan dalam Pasal 8 Undang-

Undang Hak Cipta yang me ìnyatakan bahwa dalam koìnteìks hubungan keìrja, 

peìme ìgang hak cipta biasanya adalah pihak yang meìnciptakan karya, ke ìcuali ada 

peìrjanjian lain yang meìne ìtapkan seìbaliknya. Peìralihan hak cipta meìmainkan 

peìran pe ìnting dalam me ìngatur hak dan ke ìwajiban antara pe ìmilik hak cipta baru 

dan pihak-pihak lain yang te ìrlibat dalam pe ìnggunaan dan pe ìmanfaatan karya 

teìrse ìbut. 

  

Hak cipta meìrupakan beìnda be ìrge ìrak tidak beìrwujud,  hak cipta juga dapat 

dijadikan seìbagai oìbjeìk jaminan fidusia seìrta dapat beìralih atau dialihkan. 

Peìngalihan hak cipta, baik seìluruh maupun se ìbagian, te ìrjadi kare ìna :
24

 

a. Peìwarisan  

b. Hibah  

c. Wakaf 

d. Wasiat  

e. Peìrjanjian te ìrtulis  

                                                           
23

 M. Citra Ramadhan Fitri Yanni Dewi Siregar Bagus Firman Wibowo Buku Ajar Hak 

Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press,  2023.hlm.22 

 
24

 Tim Visi Yutisia; penyunting, Zulfa Simatur, 2015, Panduan Resmi Hak cipta, Cet. 1, 

Jakarta: Visimedia, hlm. 4 
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f. Seìbab lain yang dibe ìnarkan se ìsuai de ìngan ke ìte ìntuan pe ìraturan pe ìrUndang-

Undangan, 

 

Peìmindahan hak cipta adalah pro ìseìs di mana hak cipta atas suatu karya dapat 

dipindahkan dari peìme ìgang hak cipta ke ìpada pihak lain. Pasal 16 ayat (2) 

Undang-Undang Hak Cipta 2014 meìngatur bahwa hak cipta dapat dipindahkan 

baik se ìcara se ìbagian maupun ke ìse ìluruhan me ìlalui beìrbagai me ìkanismeì se ìpeìrti 

peìwarisan, hibah, wakaf, wasiat, pe ìrjanjian teìrtulis, atau alasan lain yang 

diizinkan oìleìh Undang-Undang. Namun, yang dapat dipindahkan hanyalah hak 

eìkoìnoìmi, se ìmeìntara hak moìral te ìtap meìle ìkat pada pe ìncipta. Peìmindahan hak cipta 

ini harus dilakukan se ìcara te ìrtulis, e ìntah meìlalui akta no ìtaris atau tidak, agar 

proìse ìsnya je ìlas dan sah seìcara hukum. 

2.2.6 Subjek dan Objek Hak cipta  

Ke ìgiatan dalam pro ìseìs teìrjadinya hak cipta te ìntu ada pihak-pihak yang teìrlibat di 

dalamnya dan apa yang seìdang ciptakan. Subje ìk hak cipta adalah pe ìncipta dan 

peìme ìgang hak cipta, yang dimaksud de ìngan pe ìncipta me ìnurut Undang-Undang 

Noìmoìr 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 yaitu se ìoìrang atau be ìbe ìrapa o ìrang yang 

seìcara se ìndiri-seìndiri atau be ìrsama-sama me ìnghasilkan suatu ciptaan yang 

beìrsifat khas dan pribadi.
25

 Seìbaliknya, ciptaan me ìrupakan o ìbjeìk dari hak cipta, 

meìnurut UndangUndang Noìmoìr 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3, ciptaan adalah 

seìtiap hasil karya cipta di bidang ilmu pe ìnge ìtahuan, se ìni, dan sastra yang 

dihasilkan atas inspirasi, keìmampuan, pikiran, imajinasi, ke ìce ìkatan, ke ìteìrampilan, 

atau ke ìahlian, yang die ìkspre ìsikan dalam be ìntuk nyata.
26

 Peìncipta dan pe ìmeìgang 

hak cipta me ìmainkan peìran krusial dalam me ìlindungi dan me ìnge ìlo ìla hak-hak 

eìksklusif yang timbul dari karya me ìreìka, se ìrta meìmastikan bahwa karya teìrse ìbut 

digunakan dan die ìksploìitasi seìsuai de ìngan ke ìteìntuan hukum yang be ìrlaku. 

 

Undang-Undang Hak Cipta teìrdapat o ìbjeìk hak cipta yaitu ciptaan, pe ìnge ìrtian 

meìnge ìnai ciptaan te ìrcantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No ìmoìr 28 

Tahun 2014 yang be ìrisi “Ciptaan adalah se ìtiap hasil karya cipta dibidang ilmu 

                                                           
25

 Rohaini etc: penulis , 2021, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, cet. Nov, Bandar 

Lampung : Pusaka Media. hlm. 45 
26
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peìnge ìtahuan, se ìni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, ke ìmampuan, pikiran, 

imajinasi, keìce ìkatan, keìte ìrampilan, atau ke ìahlian yang die ìkspre ìsikan dalam 

beìntuk nyata”. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki peìncipta 

untuk meìnge ìksploìitasi deìngan be ìrbagai cara karya cipta yang dihasilkan. Ciptaan 

yang tidak dike ìtahui peìnciptanya dan ciptaan te ìrseìbut beìlum dilakukan 

peìngumuman, maka hak cipta atas ciptaan te ìrse ìbut dipeìgang o ìleìh ne ìgara untuk 

keìpe ìntingan pe ìncipta.
27

 Subjeìk dan o ìbjeìk dalam hak cipta tidak le ìpas dalam 

peìrlindungan hak cipta. 

2.2.7  Perlindungan Hak Cipta 

Peìlindungan hak cipta meìrupakan tujuan dari te ìrbitnya Undang-Undang hak cipta, 

yaitu se ìbagai o ìrang yang me ìnciptakan suatu karya haruslah dilindungi hak-

haknya.
28

 Keìbe ìbasan be ìre ìkspreìsi dan ke ìmajuan teìknoìloìgi digital me ìmbe ìri 

keìmudahan pada se ìtiap lapisan masyarakat dapat me ìnikmati hasil karya o ìrang 

lain, hal ini seìakan me ìmbeìri ce ìlah untuk seìtiap yang dilihat dapat diakse ìs, diubah, 

dan digunakan se ìsuai keìhe ìndak hati. Ke ìbeìbasan ini te ìrkadang me ìnjadi seìbuah 

keìrugian bagi para pe ìmikir atau pe ìnceìtus suatu karya. Hak-hak peìme ìgang hak 

cipta ini harus dilindungi, agar ke ìbeìbasan tidak hanya untuk me ìngakse ìs tapi juga 

untuk peìloìpoìr suatu karya. 

 

Suatu ciptaan dibatasi untuk peìmanfaatan dan me ìnce ìgah pe ìmanfaatan se ìcara tidak 

sah yang me ìmungkinkan dilakukan o ìleìh pe ìmeìgang hak te ìrse ìbut be ìrdasarkan hak 

cipta.
29

 Me ìnurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No ìmoìr 28 Tahun 2014, hak 

cipta adalah hak e ìksklusif yang me ìncakup hak moìral dan hak e ìkoìnoìmi. Hak cipta 

ini hanya dibe ìrikan keìpada pe ìncipta, yang beìrarti bahwa pihak lain tidak 

dipeìrboìle ìhkan meìnggunakan karya te ìrse ìbut tanpa izin dari peìmilik hak cipta. Hak 

moìral me ìlindungi inteìgritas dan re ìputasi peìncipta, se ìmeìntara hak e ìkoìnoìmi 

meìmungkinkan pe ìncipta untuk meìndapatkan keìuntungan finansial dari karya 

meìre ìka. Deìngan de ìmikian, Undang-Undang ini meìlarang atau me ìmbatasi 
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Lampung : Pusaka Media. hlm. 46 
28

 Ibid, hlm. 55 
29

 Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, 2021. “Urgensi 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital” jurnal rechten : riset hukum dan HAM. 

Vol. 3, Nomor 1, hlm. 16 



20 
 

peìnggunaan karya cipta oìleìh pihak yang tidak be ìrwe ìnang tanpa pe ìrseìtujuan dari 

peìmilik hak cipta. 

2.2.8 Pelanggaran Hak cipta 

Pihak lain yang me ìnggunakan hak e ìkslusif pe ìncipta atau pe ìmagang hak cipta 

tanpa izin dapat dikatakan me ìlakukan pe ìlanggaran hak cipta. Se ìlain itu, se ìcara a 

coìntrario ì juga bisa dianggap ada pe ìlanggaran jika pihak lain me ìlanggar no ìrma 

peìmbatasan (limitatio ìn) atau pe ìnggunaan wajar (fair useì). 
30

  Tindakan se ìpe ìrti 

meìlanggar hak e ìksklusif atau khusus se ìoìrang pe ìncipta se ìrta me ìmanfaatkan hasil 

karya, me ìngambil karya tanpa se ìizin Peìncipta atau Pe ìmeìgang hak cipta juga 

meìrupakan se ìbuah peìlanggaran.  

 

Peìlanggaran hak cipta meìnimbulkan keìrugian bagi Pe ìncipta atau Peìmeìgang hak 

cipta. Pe ìlanggaran ini dapat dilakukan baik se ìcara se ìngaja ataupun tidak seìngaja. 

Peìlaku peìlanggaran te ìrseìbut dapat se ìcara se ìngaja deìngan niat atau tidak sadar 

teìlah  meìlakukan pe ìlanggaran hak cipta. Pe ìlanggaran hak cipta te ìrbagi dalam tiga 

kate ìgo ìri:
31

  

a. Peìlanggaran langsung, peìlanggaran ini beìrupa tindakan me ìreìpro ìduksi deìngan 

meìniru karya asli. Me ìski hanya se ìbagian ke ìcil saja yang ditiru te ìtap dapat 

meìnimbulkan peìlanggaran; 

b. Peìlanggaran tidak langsung, pe ìlanggaran ini be ìrtoìlak pada bahwa pe ìlanggar 

hak cipta me ìnge ìtahui atau seìlayaknya me ìnge ìtahui bahwa barang-barang yang 

teìrkait de ìngan me ìre ìka adalah hasil pe ìnggandaan yang me ìrupakan 

peìlanggaran.  

c. Peìlanggaran ke ìwe ìnangan, peìlanggaran atas dasar ke ìweìnangan tidak 

meìmpeìrmasalahkan sisi pe ìlanggaran itu se ìndiri, teìtapi pe ìneìkanan pada “siapa 

yang akan be ìrtanggung gugat?’. Hal ini untuk me ìnyakinkan pe ìncipta dan 

peìme ìgang hak cipta me ìndapatkan ko ìmpeìnsasi yang layak. Be ìntuk 

peìlanggaran atas dasar ke ìwe ìnangan ini me ìmbeìbankan tanggung gugat pada 

pihak-pihak yang dianggap me ìmpunyai ke ìweìnangan atas pe ìlaksanaan 

peìke ìrjaan di mana pe ìlanggaran hak cipta itu te ìrjadi. 
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2.3 Gambar Sketsa 

 Gambar re ìpre ìseìntasi te ìrhadap hasil ide ì atau gagasan se ìse ìoìrang dapat dituangkan 

meìnjadi beìrmacam-macam karya, salah satunya adalah ske ìtsa. Meìnurut But 

Muchtar, pe ìnge ìrtian ske ìtsa adalah suatu ungkapan yang paling e ìseìnsial dalam se ìni 

dan be ìrfungsi se ìbagai meìdia dalam pro ìseìs kreìativitas dan se ìkaligus seìbuah 

karya.
32

 Be ìrdasarkan pe ìndapat teìrse ìbut skeìtsa diartika seìbagai koìmunikasi visual 

seìoìrang pe ìncipta.  

 

 Meìnurut O ìeìsman E ìffe ìndi, pe ìnge ìrtian ske ìtsa adalah suatu pe ìrpaduan dari pro ìseìs 

meìlihat, meìrasakan, me ìnghayati, beìrpikir, e ìkspre ìsi, eìmpati, seìrta be ìrsikap.
33

 

De ìngan be ìgitu, ske ìtsa meìlibatkan ke ìdalaman jiwa dan ke ìpeìkaan dari suatu intuisi 

seìse ìoìrang te ìrhadap suatu o ìbjeìk yang akan dire ìkam. Di ungkapkan pula me ìnurut 

Meìnurut E ìkoì Agus Prawo ìtoì, arti ske ìtsa adalah se ìbuah de ìsain awal atau planing 

keìtika akan me ìnciptakan se ìbuah lukisan. Ske ìtsa meìrupakan gambar se ìme ìntara di 

atas keìrtas atau kanvas yang be ìrfungsi se ìbagai awal untuk me ìmbuat lukisan asli 

yang aktual.
34

 

 

 Skeìtsa  adalah re ìpreìse ìntasi visual dari ideì atau gagasan se ìseìoìrang yang be ìrfungsi 

seìbagai me ìdia dalam pro ìse ìs kreìativitas dan se ìbagai karya se ìni. Skeìtsa juga 

meìlibatkan peìrpaduan antara pro ìseìs meìlihat, meìrasakan, me ìnghayati, be ìrpikir, 

dan meìnge ìkspreìsikan diri, meìnce ìrminkan keìdalaman jiwa dan intuisi te ìrhadap 

oìbjeìk. Seìlain itu, skeìtsa beìrfungsi se ìbagai de ìsain awal atau pe ìreìncanaan di atas 

keìrtas atau kanvas, yang me ìnjadi dasar untuk me ìnciptakan lukisan asli yang 

seìsungguhnya. Ske ìtsa seìndiri meìmpunyai 3 je ìnis seìsuai deìngan ke ìpeìrluannya 

yaitu :
35

 

a. Skeìtsa Gambar Garis Beìsar, Ske ìtsa Gambar Garis Be ìsar beìrfo ìkus pada garis 

beìsar dan ko ìntur oìbjeìk dan subjeìk yang digambarkan de ìngan pe ìneìkanan 

beìntuk dan struktur dasar. 
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b. Skeìtsa Ceìpat, Skeìtsa ini dibuat deìngan ce ìpat dan waktu yang singkat, Teìknik 

ini biasa digunakan untuk meìnangkap pandangan atau ideì seìce ìpat mungkin 

tanpa me ìmpeìrhatikan de ìtail. 

c. Studi Skeìtsa, Skeìtsa dibuat de ìngan rinci dan meìndalam. Se ìoìrang se ìniman 

seìring me ìnggunakan te ìknik ini untuk meìmahami oìbjeìk, subjeìk, dan koìnseìp 

leìbih baik seìrta pe ìnggambaran yang de ìtail. 

 Skeìtsa deìngan be ìrbagai jeìnis meìmbahas me ìnge ìnai garis,  warna, be ìntuk ,te ìkstur, 

ruang, nilai dan pro ìpoìrsi. Peìmbuatan skeìtsa de ìngan de ìtail teìrse ìbut pasti me ìmiliki 

tujuan seìpe ìrti peìnge ìkpreìsian ide ì, peìnge ìmbangan ko ìnse ìp, sarana ko ìmunikasi, 

peìnciptaan karya se ìni, peìnggalian kre ìtivitas. Dalam banyak ko ìnte ìks, skeìtsa adalah 

alat yang sangat be ìrharga untuk me ìnge ìmbangkan, me ìrancang, dan be ìrko ìmunikasi 

ideì dalam be ìntuk visual yang ce ìpat dan kasar. Itu me ìmainkan pe ìran pe ìnting dalam 

proìse ìs kreìatif dan pe ìnge ìmbangan be ìrbagai je ìnis karya se ìni, de ìsain, dan pro ìye ìk. 

2.4 Hukum Acara tentang Sifat Putusan Perkara 

Seìbuah se ìngke ìta dapat diseìleìsaikan me ìlalui ranah hukum. Indo ìne ìsia meìngatur 

tata cara pe ìnye ìleìsaian se ìngke ìta me ìlalui ranah pe ìngadilan dike ìnal de ìngan hukum 

acara. Kasus dalam Hak Ke ìkayaan Inte ìle ìktual dapat dise ìleìsaikan gugatanya 

meìlalui hukum pe ìrdata, jadi pada dasarnya pe ìngaturan yang digunakan adalah 

hukum acara pe ìrdata. Hukum acara pe ìrdata dike ìnal se ìbagai rangkaian pe ìraturan 

hukum yang me ìngatur hubungan antar o ìrang atau antar badan hukum atau antar 

oìrang dan badan hukum.
36

 Meìne ìgakkan dan meìlaksanakan Putusan hukum 

peìrdata me ìrupakan fungsi utama. Jika peìrkara yang te ìrmasuk dalam keìloìmpoìk 

hukum acara pe ìrdata langsung ditangani se ìhingga ke ìpastian hukum pe ìrdata yang 

beìrlaku dapat dibe ìrlakukan ke ìpada oìrang yang teìrlibat dalam pe ìrkara, maka 

fungsi ini dapat dikatakan beìrsifat re ìpre ìsif teìrhadap hukum peìrdata. Pe ìlaksanaan 

dan peìne ìgakan Putusan hukum peìrdata me ìrupakan fungsi keìdua. Tindakan 

re ìpreìsif teìrhadap hukum peìrdata me ìrupakan salah satu cara untuk meìncirikan 

fungsi ini. Ke ìtika hukum acara pe ìrdata digunakan untuk me ìne ìgakkan keìadilan, 
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maka fungsi ini diteìliti. Dari sudut pandang pro ìseìdur pe ìradilan peìrdata, hal ini 

dilakukan. 

 

Hubungan antara hukum acara pe ìrdata dan Putusan dalam koìnteìks peìradilan 

peìrdata sangat pe ìnting kare ìna hukum acara pe ìrdata me ìngatur tahapan-tahapan 

yang harus diikuti seìlama pro ìse ìs peìrsidangan hingga akhirnya hakim 

meìnge ìluarkan Putusan. Putusan itu seìndiri me ìrupakan hasil akhir dari pe ìneìrapan 

aturan-aturan dalam hukum acara pe ìrdata. Putusan dalam pro ìse ìs peìnyeìle ìsaian 

seìngke ìta dapat ditinjau dari sifat yang dijatuhkan hakim, se ìbagai be ìrikut: 
37

 

a. Putusan deìklarato ìr  

Putusan deìklarato ìr (De ìclaratoìir voìnnis) 

Putusan deìklarato ìr adalah pe ìrnyataan hakim yang te ìrtuang dalam Putusan 

yang dijatuhkan, di mana pe ìrnyataan te ìrseìbut meìrupakan pe ìnje ìlasan atau 

peìne ìtapan te ìntang se ìsuatu hak atau title ì maupun status. Pe ìrnyataan hakim 

teìrse ìbut dicantumkan dalam amar atau diktum Putusan. De ìngan kata lain 

Putusan jeìnis 

ini hanya me ìneìgaskan status hukum se ìsuatu atau seìseìoìrang. Co ìnto ìh Putusan 

De ìklarato ìr adalah pe ìrnytaan hakim bahwa se ìbuah ikatan pe ìrkawinan sah atau 

tidak sah se ìcara hukum, pe ìrnyataan bahwa pe ìngguggat sah atau tidak sah 

seìbagai Ahli Waris, dan lain seìbagainya.  

b. Putusan ko ìnstitutif (Coìnstitutif vo ìnnis) Putusan ko ìnstitutif adalah Putusan 

yang me ìnciptakan hukum baru ataupun me ìniadakan suatu ke ìadaan hukum 

yang te ìlah ada. Misalnya, Putusan pe ìrce ìraian te ìrhadap pasangan suami–isteìri 

yang ke ìmudian reìsmi beìrce ìrai, me ìnye ìbabkan pe ìrubahan status se ìbagai janda 

atau duda. Co ìnto ìh lain, Putusan yang me ìmbatalkan se ìbuah pe ìrjanjian 

seìhingga pada ke ìadaan yang de ìmikian para pihak tidak lagi te ìrikat dalam 

peìrjanjian.  

c. Putusan koìnde ìmnatoìr adalah Putusan yang amar Putusannya me ìnghukum 

salah satu pihak yang be ìrpeìrkara untuk me ìlakukan seìsuatu atau me ìnye ìrahkan 

seìsuatu ke ìpada pihak lawan. Apabila pihak Putusan te ìrseìbut tidak 
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dilaksanakan se ìcara suka re ìla maka akan dilakukan e ìkse ìkusi paksa o ìleìh 

peìngadilan atas dasar pe ìrmoìhoìnan Peìnggugat. 

 

Be ìrdasarkan data te ìrse ìbut teìrdapat be ìbeìrapa Putusan yang dapat dijatuhkan se ìsuai 

kasus yang di putus oìle ìh peìngadilan. Kasus Hak Ke ìkaayaan Inte ìleìktual masuk 

keìdalam ranah hukum pe ìrdata, dalam hal te ìrjadi peìlanggaran hak cipta, pe ìmilik 

hak dapat me ìngajukan gugatan pe ìrdata ke ì peìngadilan untuk me ìndapatkan ganti 

rugi, atau untuk me ìnghe ìntikan peìlanggaran yang te ìrjadi. Jika ada seìngke ìta teìrkait 

hak cipta, se ìpeìrti masalah pe ìlanggaran atau pe ìnggunaan tanpa izin, kasus te ìrse ìbut 

dapat diseìleìsaikan me ìlalui meìkanismeì hukum peìrdata di peìngadilan niaga. 

Putusan yang jatuh te ìrhadap pe ìlanggaran hak cipta Putusan No ìmoìr 465 

K/Pdt.Sus-HKI/2024 ditinjau dari sifat Putusannya me ìngandung amar de ìklarato ìr 

kare ìna pada hake ìkatnya tidak  ada Putusan yang tidak be ìrsifat atau me ìngandung 

amar de ìklarato ìr apabila gugatan itu dikabulkan. Amar de ìklarato ìr dalam kasus ini 

beìrupa pe ìrnyataan bahwa pihak Te ìrgugat te ìrbukti be ìrsalah me ìlakukan 

peìlanggaran hak cipta yaitu meìnggunakan ske ìtsa milik peìmeìgang hak cipta tanpa 

izin pada pro ìduk yang di distribusikan. Be ìrdasarkan gugatan pada tingkat kasasi 

juga me ìnggunakan sifat Putusan de ìklarato ìr kare ìna me ìngandung pe ìrnyataan atau 

deìklarasi, bahwa gugatan pe ìmoìhoìn/Teìrgugat yaitu PT. Martina Be ìrtoì Tbk itu 

ditoìlak.  

 

Putusan koìndeìmnato ìir pada kasus ini juga te ìrjadi, pada tingkat pe ìrtama yaitu 

Putusan Noìmoìr 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst kare ìna Putusan 

meìmuat amar me ìnghukum salah satu pihak yang beìrpe ìkara. Hake ìkatnya Putusan 

koìnde ìmnatoìir tidak bisa be ìrdiri se ìndiri, Putusan deìklaratif atau ko ìnstitutif harus 

beìrdiri dide ìpannya. Putusan de ìklaratif tanpa Putusan ko ìndeìmnatoìir tidaklah ada 

manfaat dan tidak tuntas dalam pe ìnye ìleìsaian se ìngke ìta. Kasus ini me ìmuat amar 

meìnghukum dan me ìmeìrintahkan bagi pihak yang dinyatakan be ìrsalah, yaitu 

meìnghukum de ìngan pe ìnghe ìntian se ìluruh pro ìseìs proìduksi te ìrhadap Pro ìduk Tre ìnd 

Coìloìr Sari Ayu Tahun 2018 (Te ìma Jakarta) dan me ìmeìrintahkan pro ìduk yang 

meìmuat gambar silue ìt “Tugu Se ìlamat Datang” untuk ditarik dari pe ìre ìdaran. 
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2.5 Penggunaan Wajar (fair use) 

2.5.1 Fair Use dalam Hak Cipta 

Pada peìnggunaan hak cipta, pada dasarnya te ìrdapat prinsip keìwajaran yang patut 

untuk dipeìrhatikan. Prinsip keìwajaran te ìrse ìbut dikeìnal de ìngan istilagh fair useì 

atau fair deìaling. Seìcara histoìris, koìnse ìp fair useì lazimnya digunakan dalam 

sisteìm hukum coìmmo ìn law layaknya Ame ìrika Seìrikat se ìdangkan ko ìnseìp fair 

deìaling umumnya digunakan oìleìh Inggris dan neìgara-neìgara de ìngan yuridiksi 

coìmmo ìnweìalth dan civil law.
38

 Doìktrin fair useì pada awalnya be ìrkeìmbang di 

Ameìrika Se ìrikat yang meìmboìleìhkan pe ìnggunaan seìcara te ìrbatas te ìrhadap karya 

yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pe ìme ìgang hak. Pe ìngaturan fair useì 

teìrse ìbut diakoìmo ìdir peìrtama kali dalam Coìpyright Act oìf 1976 Articleì 107.
39

 

Be ìrkaitan de ìngan do ìktrin fair deìaling, hal te ìrseìbut peìrtama kali digunakan o ìleìh 

neìgara Pe ìrancis dan Jeìrman se ìbeìlum doìktrin ini diakoìmoìdir dalam Be ìrneì 

Coìnveìntioìn foìr theì Proìteìctioìn oìf Liteìrary and Artistic Wo ìrks tahun 1928.
40

 

 

Fair useì atau dike ìnal deìngan istilah ke ìwajaran meìrupakan do ìktrin yang diakui 

seìcara nyata dalam keìte ìntuan pe ìraturan pe ìrundang-undangan dan prakte ìk 

peìnggunaan hak cipta. Dalam hal ini, fair useì meìmpunyai makna tidak me ìrugikan 

keìpe ìntingan pe ìncipta/pe ìmeìgang hak cipta kare ìna tidak ada unsur ko ìmeìrsialisasi 

di dalamnya.
41

 Fair useì meìrupakan salah satu doìktrin yang me ìne ìgaskan bahwa 

seìtiap peìnggunaan mate ìri atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan 

teìrbatas dan transfo ìrmatif. Meìnurut Paul Goìldsteìin, fair useì meìrupakan hak 

istimeìwa yang dimiliki oìrang lain se ìlain pe ìmilik hak cipta untuk me ìnggunakan 

oìbjeìk hak cipta de ìngan cara yang wajar tanpa pe ìrseìtujuan pe ìmilik hak cipta, te ìtapi 

moìnoìpoìli yang dibe ìrikan keìpada pe ìmilik oìleìh hak cipta.
42

 

 
                                                           

38
 Rachmadi Usman, Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta: Kencana, 2021, 

hlm. 116. 
39

 Sulasno dan Inge Dwisvimiar, “Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) 

Mengenai Materi Hak Cipta di Internet,” Humani, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 433. 
40

 Sudjana, “Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

oleh Dosen atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,” Veriras et Justitia, Vol. 4, No. 2, 

2018, hlm. 498. 
41

 Budi Agus Riswani, et al, Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital, 

Bandung: PT. Cotra Aditya Bakti, 2017, hlm. 45. 
42

 Sudjana, Op.ci., hlm. 502. 



26 
 

Ke ìteìntuan meìnge ìnai fair useì yang disampaikan oìleìh Paul Goìldsteìin seìbeìlumnya 

pada dasarnya se ìjalan de ìngan ungkapan Sudjana. Meìnurutnya, fair useì meìmbe ìri 

keìe ìseìmpatan ke ìpada o ìrang lain untuk me ìnggunakan oìbje ìk hak cipta de ìngan wajar 

tanpa pe ìrseìtujuan pe ìmilik hak cipta meìskipun seìbe ìnarnya pe ìmilik hak cipta 

teìrse ìbut meìmpunyai hak moìnoìpoìli yang dibe ìrikan o ìleìh hak cipta.
43

 Meìnurut 

Khirul Hidayah, fair use ì digunakan untuk meìnye ìimbangkan hak pe ìmilik dan/atau 

peìme ìgang hak cipta de ìngan ke ìpeìntingan masyarakat. Maksudnya ialah, meìskipun 

peìmilik dan/atau pe ìmeìgang hak cipta be ìrhak atas suatu hak cipta, namun peìmilik 

dan/atau pe ìmeìgang hak cipta tidak dapat se ìrta meìrsta me ìmoìnoìpoìli seìcara mutlak 

dan me ìmpeìrkara dirinya seìndiri atas hak e ìkoìnoìmi yang te ìlah dipe ìro ìleìh meìlalui 

ciptaannya.
44

 

 

Koìnse ìpsi, fair useì yang dipeìrke ìnalkan dalam Coìpyright Act oìf 1976 Article ì 107 

meìmpunyai makna be ìrupa: 

“….. a ge ìneìral limitatioìn oìn the ì e ìxclusive ì doìctrineì right oìf the ì oìwneìr oìf 

coìpyright. It e ìvoìlve ìd as a judicial doìctrineì and was giveìn statutoìry re ìcoìgnitioìn… 

Fair useì is alloìweìd foìr purpoìseìs such as criticism, co ìmme ìntary, ne ìws reìpoìrting, 

teìaching, scho ìlarship oìr re ìseìarch. It is to ì be ì deìteìrmine ìd by co ìnsideìring factoìrs 

such as whe ìtheìr the ì use ì is oìf a co ìmme ìrcial natureì o ìr is foìr no ìn-proìfit eìducatioìn 

purpoìseìs, theì nature ì oìf theì woìrk proìteìcte ìd by co ìpyright, theì amoìunt and 

substantiality oìf the ì poìrtioìn theì use ì upo ìn theì po ìteìntial marke ìt foìr, o ìr valueì o ìf theì 

woìk. Fair useì is a soìrt oìf freìe ì useì oìf theì woìrk.”
45

 

Pada poìkoìknya, fair useì meìmpunyai tujuan seìbagai instrume ìn untuk 

meìnyampaikan kritik ko ìmeìntar, lapo ìran be ìrita, peìngajaran (te ìrmasuk beìbe ìrapa 

salinan untuk pe ìnggunaan dalam ke ìlas), ke ìilmuan, atau pe ìne ìlitian, bukanlah suatu 

peìlanggaran dari hak cipta. 

 

Adanya fair use ì ini seìcara tidak langsung te ìlah meìmpe ìrkeìnankan se ìseìoìrang 

meìnggunakan suatu ciptaan tanpa pe ìrlu izin dari peìncipta. Fair use ì meìrupakan 

keìse ìmpatan yang dibe ìrikan ke ìpada publik beìrupa ke ìistimeìwaan yang dimiliki 
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oìleìh oìrang lain di luar peìncipta/pe ìmeìgang hak cipta untuk meìnggunakan beìnda 

atau karya yang di dalamnya te ìlah meìleìkat hak cipta tanpa harus me ìmpeìroìleìh izin 

dari pe ìncipta/ peìmeìgang hak cipta.
46

 Namun de ìmikian, peìnggunaan hak cipta 

teìrse ìbut teìtap harus meìmpeìrhatikan batasan-batasan yang dibo ìleìhkan o ìleìh 

peìraturan pe ìrundang-undangan.
47

 Keìpe ìntingan yang wajar dalam fair useì 

meìrupakan be ìntuk peìrlindungan hukum pada aspe ìk hak cipta. Maksudnya adalah, 

dalam seìtiap peìnggunaan hak cipta, wajib meìmpeìrhatikan re ìasoìnableì dan limiteìd 

useì dalam rangka me ìnghindari pe ìlanggaran Hak Cipta.
48

 

 

2.5.2 Prinsip Fair Use dalam Hukum Positif Indonesia 

Seìcara umum, prinsip fair useì diteìrapkan untuk meìnye ìimbangkan hak yang 

dimiliki oìleìh pe ìncipta yang digunakan.
49

 Dikatakan de ìmikian seìbab me ìskipun 

pihak lain dapat me ìngunakan mate ìri atau bahan yang te ìlah di lindungi hak cipta 

tanpa izin dari peìncipta/peìme ìgang hak cipta, namun hal teìrseìbut harus 

meìmpeìrhatikan batasan teìrte ìntu teìrle ìbih dalam hal ada tidaknya unsur ko ìmeìrsial 

di dalamnya. Pe ìnggunaan fair use ì meìmpunyai limitasi untuk ke ìpeìntingan 

meìmbeìri koìme ìntar, kritik, pe ìlapo ìran be ìrita, riseìt dan pe ìngajaran. Me ìrujuk pada 

Coìpyright Act oìf 1976 Article ì 107 Ameìrika Seìrikat, kriteìria yang digunakan untuk 

meìne ìntukan keìwajaran ini me ìliputi: 

a. Tujuan pe ìngguaan hak cipta harus dite ìgaskan untuk ke ìpeìrluan ko ìmeìrsial atau 

keìpe ìntingan pada aspe ìk peìndidikan; 

b. Sifat karya yang dilindungi o ìleìh hak cipta; 

c. Kuantitas substansi ciptaan yang digunakan 

d. Implikasi dari pe ìnggunaan ciptaan te ìrhadap pasar dan nilai dari ciptaan.
50

 

Be ìrdasarkan uraian se ìbe ìlumnya, aspe ìk krusial yang be ìrhubungan de ìngan fair useì 

ialah keìpe ìntingan e ìkoìnoìmi peìmilik dan/atau peìmeìgang hak cipta. Jangan sampai 
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peìnggunaan ciptaan o ìleìh oìrang lain meìrugikan peìmilik dan/atau peìmeìgang hak 

cipta dan be ìroìrie ìntasi pada ke ìtidakwajaran. 

Pada hukum poìsitif Indo ìneìsia, mateìri meìnge ìnai fair useì meìmang tidak diatur 

seìcara e ìksplisit. Namun de ìmikian, hal te ìrse ìbut dapat dite ìmukan dalam Undang-

Undang No ìmoìr 28 Tahun 2014 te ìntang Hak Cipta (UU No ì.28/2014). Be ìrdasarkan 

UU a quoì, prinsip keìwajaran dalam pe ìnggunaan hak cipta in casu ciptaan ialah 

seìpanjang tidak me ìlanggar hak cipta. Dalam hal ini, prinsip fair useì pada UU 

Noì.28/2014 ditunjukkan me ìlalui beìbe ìrapa mateìri muatan be ìrkaitan deìngan 

peìmbatasan pe ìnggunaan hak cipta. Pe ìrtama, Pasal 15 UU No ì.28/2014 me ìngatur 

meìnge ìnai tindakan meìngumumkan suatu ciptaan dalam suatu pame ìran umum atau 

peìnggandaan suatu katalo ìk tanpa pe ìrseìtujuan dari pe ìncipta. Pe ìrlu dikeìtahui bahwa 

karya cipta yang diatur dalam Pasal a quo ì meìrupakan fo ìtoìgrafi, lukisan, gambar, 

karya arsite ìktur atau karua se ìni lain teìrmasuk po ìtreìt. 

 

Pasal 43 UU No ì.28/2014 pada po ìkoìknya me ìmuat hal-hal yang dianggap tidak 

meìlanggar hak cipta. De ìngan kata lain, se ìlama peìrbuatan te ìrse ìbut me ìmeìnuhi 

unsur-unsur ke ìwajaran dalam Pasal 43 UU No ì.28/2014, maka hal te ìrseìbut tidak 

dapat diindikasikan se ìbagai pe ìlanggaran hak cipta. Pasal 43 UU No ì.28/2014 pada 

poìkoìknya me ìne ìgaskan bahwa pe ìrbuatan yang tidak dianggap se ìbagai peìlanggaran 

hak cipta ialah: 

a. Peìngumuman, distribusi, dan/atau re ìpro ìduksi teìrgahadap lambang ne ìgara dan 

lagu ke ìbangsaan dalam beìntuk asli se ìsuai deìngan sifatnya; se ìgala hal yang 

dilakukan o ìleìh atau atas nama pe ìmeìrintah, keìcuali jika dilindungi oìleìh 

peìraturan pe ìrundang-undangan, atau te ìlah dilakukan peìngumuman, distribusi, 

koìmunikasi, dan/atau re ìproìduksi teìrse ìbut dilakukan teìrhadap Ciptaan te ìrseìbut; 

b. Peìngambilan be ìrita teìrkini, baik seìcara utuh atau seìbagian dari sumbe ìr atau 

badan yang be ìrweìnang; 

c. Peìmbuatan dan pe ìnye ìbarluasan ko ìnteìn hak cipta me ìlalui meìdia tanpa sifat 

koìmeìrsil atau te ìlah dinyatakan pe ìrse ìtujuan dari peìncipta; 

d. Peìnggandaan, pe ìngumuman, dan/atau distribusi poìtre ìt Preìsideìn, Wakil 

Preìsideìn, mantan Pre ìsideìn, mantan Wakil Preìsideìn, Pahlawan Nasioìnal, 

peìmimpin leìmbaga ne ìgara, pe ìmimpin keìmeìnte ìrian/leìmbaga pe ìmeìrintah noìn-
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keìme ìnteìrian, dan/atau keìpala dae ìrah, de ìngan te ìtap me ìmpeìrhatikan martabat 

dan ke ìwajaran se ìsuai deìngan pe ìraturan pe ìrundang-undangan yang be ìrlaku. 

 

Pasal 44 ayat (1) UU Noì.28/2014 meìneìgaskan bahwa pe ìnggunaan pe ìngambilan, 

peìnggandaan dan/atau peìngubahan suatu ciptaan tidak dianggap seìbagai 

peìlanggaran hak cipta dan masih me ìmeìnuhi ke ìwajaran jika sumbeìrnya 

dicantumkan dan tidak digunakan untuk ke ìpeìntingan ko ìmpeìrsial. Hal ini 

dilakukan untuk ke ìpeìrluan: 

a. Peìndidikan, peìne ìlitian, peìnulisan karya ilmiah, peìnyusunan lapo ìran, pe ìnulisan 

kritik atau me ìninjau suatu masalah tanpa me ìnimbulkan keìrugian pe ìmilik 

dan/atau pe ìmeìgang hak cipta; 

b. Ke ìamanan se ìrta pe ìnye ìleìnggaraan pe ìmeìrintahan, leìgislatif dan pe ìradilan; 

c. Ceìramah pada aspe ìk pe ìndidikan; 

d. Peìrtunjukan atau pe ìmeìntasan yang tidak me ìmungut biaya.
51

 

Le ìbih lanjut, me ìrujuk pada pe ìnjeìlasan Pasal 44 ayat (1) UU No ì.28/2014 

diseìbutkan bahwa arti dari frasa “se ìbagian yang be ìrsifat substansial” me ìrupakan 

bagian krusial dan khas yang me ìnunjukkan ciri suatu ciptaan. Adapun maksud 

dari “ke ìpe ìntingan yang wajar dari Pe ìncipta atau Pe ìmeìgang Hak Cipta” adalah 

keìse ìimbangan dalam me ìnikmati manfaat e ìko ìnoìmi suatu ciptaan.  

 

Pasal 45 UU No ì.28/2014 pada po ìkoìknya me ìngako ìmoìdir me ìnge ìnai 

dipeìrboìle ìhkannya me ìnggandakan atau me ìngadaptasi pro ìgram ko ìmputeìr se ìbanyak 

1 (satu) salinan dalam rangka untuk: 

a. Peìneìlitian dan pe ìnge ìmbangan; 

b. Arsip pro ìgram ko ìmputeìr untuk meìngatasi ke ìhilangan dan ke ìrusakan; 

c. Dimusnahkan ke ìtika peìnggunaan pro ìgram ko ìmputeìr te ìlah beìrakhir. 

 

Pasal 46 UU No ì.28/2014 pada po ìkoìknya me ìngakoìmoìdir meìnge ìnai pe ìnggandaan 

untuk keìpeìntingan pe ìribadi yang te ìlah diumumkan hanya dibuat 1 (satu) salinan 

yang dikcualikan untuk: 

a. Karya arsite ìktur; 

b. Bagian susbtansial buku atau no ìtasi musik; 
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c. Bagian substansial databeìs digital; 

d. Proìgram ko ìmputeìr, ke ìcuali Pasal 45 ayat (1) UU No ì.28/2014; 

e. Be ìrte ìntangan de ìngan ke ìpeìntingan yang wajar dari Pe ìncipta/Peìmeìgang Hak 

Cipta. 

 

Pasal 47 UU No ì.28/2014 pada po ìkoìknya me ìngakoìmoìdir peìmbatasan pe ìnggunaan 

ciptaan/ hak cipta o ìleìh peìrpustakaan atau le ìmbaga arsip. Keìdeìpalan, Pasal 48 UU 

Noì.28/2014 pada po ìkoìknya me ìngatur me ìnge ìnai keìteìntuan peìmbatasan teìrhadap 

peìnggandaan, pe ìnyiaran, atau ko ìmunikasi atas ciptaan untuk tujuan info ìrmasi 

yang me ìnye ìbutkan sumbeìr dan nama pe ìncipta seìcara le ìngkap. Ke ìse ìmbilan, Pasal 

49 UU No ì.28/2014 pada po ìkoìknya me ìngakoìmoìdir meìnge ìnai pe ìmbatasan 

seìmeìntara atas ciptaan de ìngan ke ìteìntuan: 

a. Dilakukan me ìlalui transmisi digital; 

b. Didasarkan atas izin peìncipta; 

c. Meìnggunakan alat yang meìnye ìdiakan pe ìnghapusan salinan se ìcara o ìtoìmatis. 

 

Pasal 50 UU No ì.28/2014 meìne ìgaskan bahwa tindakan me ìngumumkan, 

meìndistribusikan dan meìngo ìmunikasikan ciptaan tidak bo ìleìh be ìrte ìntangan 

deìngan mo ìral, agama, keìsusilaan, ke ìteìrtiban umum maupun peìrtahanan dan 

keìamanan ne ìgara. Be ìrdasarkan uraian se ìbeìlumnya, pe ìrbuatan yang tidak dianggap 

seìbagai pe ìlanggaran hak cipta ialah peìrbuatan yang be ìrsifat noìn koìmeìrsil, 

meìndapat pe ìrse ìtujuan dari pe ìncipta/pe ìmeìgang hak cipta me ìnggunakan meìtoìde ì 

seìsuai de ìngan pe ìraturan pe ìrundang-undangan yang be ìrlaku dan me ìnyantumkan 

sumbeìr se ìcara le ìngkap se ìrta me ìmpeìrhatikan beìbe ìrapa ko ìmpoìne ìn dan tanpa 

ditujukan untuk tujuan koìmeìrsil. Tidak hanya itu, salinan yang digunakan juga 

beìrsifat te ìrbatas dan pada ciptaan te ìrteìntu wajib dihapus atau dimusnakan seìcara 

oìtoìmatis keìtika teìlah seìle ìsai digunakan.
52

 

2.5.3 Penggunaan Fair Use dalam Gambar Sketsa 

Dalam rangka me ìnge ìtahui peìnggunaan fair use ì pada gambar ske ìtsa, maka pe ìrlu 

dikeìtahui teìrle ìbih dahulu meìnge ìnai ideìntifikasi dari skeìtsa teìrle ìbih dahulu. Seìcara 
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garis be ìsar, me ìrujuk pada UU No ì.28/2014 teìlah disampaikan me ìnge ìnai beìrbagai 

ciptaan yang dilindungi. Pasal 40 UU Noì.28/2014 meìnge ìmukakan bahwa ciptaan 

yang dilindungi oìleìh UU Noì.28/2014 ialah ciptaan dalam bidang ilmu 

peìnge ìtahuan, se ìni dan sastra yang te ìrdiri dari be ìbeìrapa je ìnis. Be ìrdasarkan Pasal 

40 huruf f UU Noì.28/2014, salah satu ciptaan yang dilindungi ialah karya se ìni 

rupa se ìpeìrti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, se ìni pahat, patung, atau ko ìlaseì.  

Be ìrkaitan de ìngan ske ìtsa, ciptaan ini se ìcara yuridis dapat dikate ìgo ìrikan seìbagai 

karya se ìni rupa dalam beìntuk gambar. Dikatakan deìmikian seìbab meìrujuk pada 

peìnje ìlasan Pasal 40 huruf f UU Noì.28/2014 diseìbutkan bahwa yang dimaksud 

deìngan “gambar” antara lain ialah mo ìtif, diagram, ske ìtsa, loìgo ì, unsur-unsur warna 

dan be ìntuk huruf indah. Meìngingat bahwa ske ìtsa dikualifikasikan se ìbagai gambar 

yang dilindungi hak cipta, maka dalam me ìngindeìntifikasi aspe ìk fair use ì teìrse ìbut 

tidak dapat dipisahkan dari hakikat ske ìtsa seìbagai seìbuah gambar. 

 

Be ìrdasarkan Pasal 58 UU No ì.28/2014, diteìgaskan bahwa pe ìrlindungan te ìrhadap 

karya se ìni rupa yang salah satunya adalah gambar beìrlaku se ìlama hidup peìncipta 

dan te ìrus beìrlangsung se ìalam 70 (tujuh puluh) tahun seìte ìlag pe ìncipta me ìninggal 

dunia teìrhitung mulai tanggal 1 Januari tahun beìrikutnya. Be ìrdasarkan uraian 

seìbe ìlumnya, se ìcara yuridis, UU No ì.28/2014 teìlah me ìmbeìrikan ke ìpastian hukum 

teìrhadap ciptaan be ìrbe ìntuk skeìtsa teìrmasuk masa pe ìrlindungan hukum skeìtsa 

yang dimiliki o ìleìh peìncipta. Adanya ke ìpastian hukum teìrse ìbut seìcara tidak 

langsung me ìmbeìri makna jika bagi pihak lain yang he ìndak meìnggunakan skeìtasa 

patut meìmpe ìrhatikan prinsip fair useì (ke ìwajaran) se ìsuai ke ìteìntuan pe ìraturan 

peìrundang-undangan yang be ìrlaku. 

 

Ke ìbeìradaan fair use ì dalam gambar ske ìtsa pada dasarnya dapat dite ìmukan pada 

keìte ìntuan pe ìmbatasan maupun ide ìntifikasi teìrhadap hal-hal yang dianggap tidak 

meìlanggar hak cipta. Peìrtama, Pasal 15 UU Noì.28/2014 pada poìkoìknya 

meìnye ìbutkan bahwa se ìlain dipeìrjanjikan lain, te ìrhadap gambar dapat diumumkan 

untuk keìpeìrluan pame ìran tanpa pe ìrseìtujuan pe ìncipta. Pasal a quoì seìcara tidak 

langsung me ìneìkankan bahwa pe ìnggunaan skeìtsa oìleìh oìrang lain diluar 

peìncipta/pe ìmeìgang hak cipta jika teìlah meìmpe ìroìleìh peìrse ìtujuan dari pe ìncipta. 
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Peìrbuatan te ìrhadap ciptaan ske ìtsa tidak dianggap seìbagai pe ìlanggaran hukum 

seìalama tindakan me ìngumumkan, meìndistribusikan, meìngo ìmunikasikan dan/atau 

meìnggandakan ske ìtsa dilakukan oìle ìh peìmeìrintah dan ske ìtsa teìrse ìbut tidak 

dilindungi hak cipta. Hal teìrse ìbut seìjalan de ìngan keìte ìntuan dalam Pasal 43 huruf 

b UU No ì.28/2014. Keìtiga, peìrbuatan pe ìnggunaan, pe ìngambilan, pe ìnggandaan 

dan/atau pe ìngubahan suatu ciptaan in casu gambar ske ìtsa tidak dianggap seìbagai 

peìlanggaran hak cipta jika teìlag me ìncantumkan sumbeìrnya. Tindakan ini juga 

harus dilandasi o ìleìh keìpe ìrluan be ìrupa:  

a. Peìndidikan maupun me ìnunjau suatu pe ìrmasalahan tanpa me ìrugikan 

keìoìe ìntingan dari pe ìncipta/pe ìmeìgang hak cipta; 

b. Ke ìamanan dan pe ìnye ìleìnggaraan pe ìmeìrintah leìgislating dan pe ìradilan; 

c. Ceìramah yang be ìroìrie ìntasi pada pe ìndidikan dan ilmu pe ìnge ìtahuan; 

d. Peìrtunjukan yang tidak diseìrtai de ìngan unsur ko ìmeìrsil. 

Be ìrdasarkan uraian se ìbeìlumnya, be ìntuk keìwajaran dari pe ìnggunaan gambar 

skeìtsa o ìleìh pihak lain diluar pe ìncipta/pe ìmeìgang hak cipta ialah me ìnitikbeìratkan 

adanya izin yang dibe ìrikan o ìleìh peìncipta/pe ìmeìgang hak cipta. Tidak hanya itu, 

peìnggunaan fair use ì gambar ske ìtsa teìrseìbut harus meìmpunyai tujuan yang je ìlas 

tanpa dilatarbe ìlakangi adanya mo ìtif koìmeìrsil yang me ìrugikan pe ìncipta/pe ìmeìgang 

hak cipta. 
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Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta 

2.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran Hak Cipta 

Gugatan 

 

PT. Martina Berto Tbk 

Sebagai Tergugat 

Sena Meaya Ngantoeng, 

Geniati Heneve Ngantoeng, 

Kamang Solana, Christie 

Pricilla Ngantoeng (Ahli 

Waris Pemegang Hak Cipta) 

Sebagai Penggugat 

Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Hak-

Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst 

Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-

HKI/2024 

Bagaimanakah kesesuaian Putusan 

Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika 

dikaitkan dengan prinsip Penggunaan 

wajar (fair use). 

Bagaimanakah akibat hukum terhadap 

para pihak atas pelanggaran Hak Cipta 

Berdasarkan Putusan Nomor 465 

K/Pdt.Sus-HKI/2024 
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Keterangan : 

Be ìrdasarkan ke ìrangka pikir di atas teìrjadi pe ìlanggaran hak cipta yang me ìlanggar 

Undang-Undang No ìmoìr 28 tahun 2014 teìntang hak cipta. Undang-Undang ini 

meìlindungi se ìgala je ìnis ciptaan bagi para pe ìmilik karya dan pe ìmeìgang hak cipta. 

Tindakan diluar pe ìnge ìtahuan pe ìmilik sah hak cipta me ìrupakan suatu pe ìlanggaran 

hak cipta yang dapat diajukan gugatan jika meìrugikan hak moìral dan hak mateìril 

peìme ìgang hak cipta. Gugatan ini be ìrtujuan se ìbagai salah satu upaya bahwa 

dilindunginya suatu karya dan pe ìmeìgang hak cipta me ìmpunyai ke ìdudukan hukum 

yang dapat dipe ìrtanggungjawabkan.  

 

Coìntoìh kasus pada peìlanggaran hak cipta te ìrjadi pada pihak yang dilapoìrkan 

seìbagai Te ìrgugat hak cipta de ìngan me ìnggunakan skeìtsa Pe ìnggugat untuk proìduk 

yang dimilikinya adalah pihak PT. Martina Be ìrtoì Tbk, pe ìmeìgang hak cipta atas 

skeìtsa te ìrse ìbut adalah Ahli Waris (Alm.) He ìnk Nganto ìeìng. Ahli Waris (Alm.) 

He ìnk Nganto ìe ìng. Pada awal tahun 2023 pihak Pe ìnggugat me ìngajukan gugatan di 

peìngadilan niaga te ìrhadap PT. Martina Be ìrtoì Tbk. Peìlanggaran hak cipta yang 

meìnjadi pe ìrsoìalan adalah peìnggunaan ske ìsta “Tugu Seìlamat Datang” milik (Alm.) 

He ìnk Nganto ìe ìng pada proìduk milik PT. Martina Be ìrtoì Tbk yang yang digunakan 

untuk deìsain keìmasan pada pro ìduk PT. Martina Beìrtoì Tbk pada tahun 2018.  

 

Be ìrdasarkan gugatan te ìrse ìbut, Peìngadilan Niaga Jakarta Pusat meìmbeìrikan 

Putusan Noìmoìr 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN. Niaga. Jkt.Pst, deìngan amar 

Putusan meìneìrima dan meìngabulkan Gugatan Peìnggugat untuk seìbagian. 

Seìlanjutnya, Te ìrgugat me ìngajukan upaya hukum kasasi ke ìpada Mahkamah agung. 

Kasasi yang diputuskan Mahkamah Agung adalah Putusan Noìmoìr 465 K/Pdt.Sus-

HKI/2024 de ìngan amar Putusan meìnoìlak pe ìrmoìhoìnan kasasi de ìngan pe ìrbaikan.  

Peìneìlitian ini akan me ìnge ìtahui dan me ìnganalisis pada pro ìse ìs peìnye ìleìsaian 

peìrkara yang te ìlah dilakukan pada tingkat kasasi, Namun dalam me ìngkaji Putusan 

kasasi te ìrseìbut, pe ìnulis akan me ìninjau pada Putusan pada tingkat se ìbe ìlumnya. 

Seìcara khusus, pe ìne ìlitian ini akan Untuk me ìngkaji dan me ìnganalisis ke ìseìsuaian 

Putusan Noìmo ìr465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika dikaitkan de ìngan prinsip 

peìnggunaan wajar (fair useì) dan Bagaimanakah akibat hukum te ìrhadap para pihak 

atas pe ìlanggaran hak cipta Be ìrdasarkan Putusan No ìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024



 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Peìneìlitian pada skripsi ini me ìnggunakan je ìnis peìne ìlitian hukum no ìrmatif. 

Peìneìlitian hukum no ìrmatif adalah pe ìneìlitian yang didasarkan pada hukum 

keìpustakaaan dilakukan de ìngan cara me ìlakukan peìne ìlitian teìrhadap bahan-bahan 

keìpustakaan atau data se ìkunde ìr. Peìne ìlitian ini juga didasarkan pada pe ìraturan 

peìrUndang-Undangan maupun do ìktrin teìrhadap peìme ìcahan masalah yang akan 

dikaji. Kajian meìnge ìnai peìmbeìrlakuan atau impleìmeìntasi keìteìntuan hukum 

noìrmatif (Ko ìdifikasi,Undang-Undang, atau koìntrak) se ìcara in actioìn pada seìtiap 

peìristiwa hukum te ìrteìntu yang te ìrjadi dalam masyarakat.
53

 Sifat pe ìneìlitian dalam 

karya ilmiah ini ada de ìskriptif de ìngan me ìmbahas meìnge ìnai pe ìrlindungan hukum 

hak cipta dalam studi kasus pe ìnggunaan tanpa izin untuk pro ìduk yang dipe ìrjual-

beìlikan. Maka pe ìnulis meìngkaji isi Putusan Noìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 

meìnge ìnai pe ìlanggaran hak cipta yang didukung o ìleìh kajian pe ìraturan pe ìrUndang-

Undangan se ìrta bahan-bahan pustaka yang be ìrkaitan de ìngan pe ìlanggaran hak 

cipta atas se ìni gambar skeìtsa.  

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe ì pe ìneìlitian yang digunakan pe ìnulis beìrdasarkan pe ìrmasalahan yang te ìlah 

diuraikan dalam pe ìnulisan skripsi ini adalah tipe ì pe ìneìlitian deìskriptif. Peìneìlitian 

deìskriptif adalah pe ìnilaian yang dilakukan untuk meìnyajikan gambaran leìngkap 

meìnge ìnai fe ìnoìmeìna hukum atau ke ìkayaan so ìsial, deìngan jalan me ìndeìskripsikan 

karakte ìristik dan fakta-fakta yang be ìrke ìnaan deìngan masalah yang be ìrkaitan.
54

 

Tipe ì peìne ìlitian ini seìsuai de ìngan po ìkoìk bahasan pe ìrmasalahan yang akan di 

bahas. Pe ìneìlitian ini be ìrtujuan untuk me ìmpeìroìleìh gambaran dan de ìksripsi le ìngkap 

meìnge ìnai peìlanggaran hak cipta te ìrhadap se ìni gambar ske ìtsa de ìngan me ìmaparkan 

peìrlindungan hukum dan pe ìnye ìleìsaian se ìngke ìta. Peìne ìlitian ini diharapkan dapat 
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meìmbeìrikan info ìrmasi seìcara le ìngkap, rinci dan jeìlas me ìnge ìnai pe ìlanggaran hak 

cipta se ìni gambar ske ìtsa dalam Putusan Mahkamah Agung No ìmoìr 465 K/Pdt.Sus-

HKI/2024. 

3.3 Pendekatan Masalah  

Peìndeìkatan masalah yang digunakan dalam pe ìneìlitian ini adalah pe ìndeìkatan 

noìrmatif-teìrapan de ìngan tipeì judicial case ì study, yaitu pe ìnde ìkatan studi kasus 

hukum kare ìna ko ìnflik diseìleìsaikan me ìlalui Putusan pe ìngadilan (yurisprudeìnsi).
55

 

Analisis dalam pe ìneìlitian ini me ìnggunakan analisis noìrmatif didasarkan pada 

bahan ke ìpustakaan se ìbagi sumbe ìr pe ìneìlitian. Maka dari itu peìnde ìkatan masalah 

yang digunakan dalam peìne ìlitian ini meìrujuk pada Peìnde ìkatan PeìrUndang-

Undangan (Statute ì Approìach) dan Pe ìndeìkatan Kasus (Caseì Appro ìach). Pada 

peìnde ìkatan peìrUndang-Undangan pe ìneìliti akan meìlakukan analisa teìhadap 

peìraturan pe ìrUndang-Undangan yang be ìrhubungan deìngan masalah yang akan di 

bahas pada pe ìne ìlitian ini. Peìndeìkatan masalah dalam pe ìne ìlitian ini meìngkaji 

Putusan Mahkamah Agung 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 meìnge ìnai pe ìlanggaran hak 

cipta se ìni gambar ske ìtsa. 

3.4 Data dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam pe ìneìlitian ini me ìnjadi dasar dalam pe ìnulisan 

peìne ìlitian. Jeìnis data yang digunakan adalah data Se ìkundeìr dipeìro ìle ìh meìlalui 

bahan atau mate ìri yang sudah ada se ìpeìrti do ìkumeìn-doìkume ìn reìsmi, buku-buku, 

peìraturan pe ìr Undang-Undangan, karya ilmiah, artike ìl, dan do ìkumeìn lain yang 

beìrkaitan. Data se ìkunde ìr yang te ìrdapat pada pe ìneìlitian ini teìrdiri dari :  

1. Bahan Hukum Primeìr 

Bahan hukum prime ìr meìrupakan bahan hukum yang me ìmpunyai ke ìkuatan 

yang me ìngikat se ìcara hukum, seìbagai co ìntoìh yaitu antara lain : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Peìrdata (KUHPe ìrdata) 

b. Undang-Undang No ìmoìr 28 Tahun 2014 te ìntang hak cipta. 

c. Putusan PN Noìmoìr 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst  

d. Putusan MA No ìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/202 
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2. Bahan Hukum Se ìkundeìr   

Bahan hukum se ìkunde ìr meìmbe ìrikan pe ìnjeìlasan leìbih lanjut te ìrhadap bahan  

hukum primeìr. Bahan yang digunakan dalam peìne ìlitian ini beìrsumbe ìr dari 

bahan ke ìpustakaan, buku-buku ilmu hukum, dan seìgala lite ìratur atau do ìkumeìn 

yang be ìrkaitan de ìngan peìne ìlitian atau masalah yang akan dite ìliti. 

3. Bahan Hukum Te ìrsie ìr 

Bahan hukum teìrsie ìr adalah bahan hukum yang me ìmbeìrikan pe ìnjeìlasan 

tambahan te ìrhadap bahan hukum prime ìr dan se ìkundeìr. Coìntoìh bahan hukum 

teìrsie ìr yang digunakan dalam peìne ìlitian ini meìncakup kamus-kamus, baik 

kamus hukum maupun Kamus Bahasa Indo ìne ìsia, seìrta artike ìl, surat kabar, dan 

sumbeìr-sumbeìr dari inte ìrneìt. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Meìtoìdeì gambar pada peìrmasalahan yang akan diteìliti untuk meìncapai hasil 

peìne ìlitian. Meìtoìde ì peìngumpulan peìngumpulan data adalah hal pe ìnting untuk 

peìne ìlitian ini, kareìna beìrguna se ìbagai me ìmpe ìroìleìh data pada pe ìne ìlitian ini 

meìnggunakan be ìbe ìrapa Teìknik de ìngan cara se ìbagai be ìrikut : 

1. Studi Keìpustakaan (Library reìse ìarch) pada meìtoìdeì ini peìne ìliti akan 

meìngumpulkan bahas hukum yang be ìrguna untuk meìmpeìro ìleìh teìo ìri, asa, dan 

hasil peìmikiran yang se ìsuai de ìngan pe ìrmasalahan yang akan dibahas. Pe ìneìliti 

akan me ìngkaji infoìrmasi teìntang hukum beìrasal dari sumbeìr data seìkundeìr. 

Peìroìleìhan data bisa be ìrdasarkan kutipan liteìratur dan me ìngkaji pe ìraturan 

peìrundangan-undangan yang te ìrkait deìngan skripsi ini.  

2. Studi Doìkumeìn, meìtoìde ì ini dilakukan deìngan Te ìknik peìngumpulan data yang 

dilakukan de ìngan me ìngkaji isi Putusan Peìngadilan Ne ìge ìri No ìmoìr 68/Pdt.Sus-

Hak-Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Noìmoìr 465 K/Pdt.Sus-

HKI/2024 te ìntang pe ìlanggaran hak cipta se ìni gambar ske ìtsa. 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah didapatkan akan dike ìloìlah oìle ìh peìne ìliti untuk meìmpeìrmudah 

dalam analisi data te ìrhadap pe ìrmasalahan yang akan diteìliti. Peìnge ìloìlahan data 

meìlalui beìbe ìrapa pro ìseìs seìbagai be ìrikut :  
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1. Peìmeìriksaan data (e ìditing), dalam pe ìmeìriksaan data pe ìneìliti akan meìlakukan 

peìngo ìre ìksian dan validasi apakah data yang dipeìro ìleìh sudah se ìsuai de ìngan 

poìkoìk bahasan yang diteìliti seìhingga jika data teìrse ìbut teìrdapat ke ìsalahan 

atau kurang akurat maka dapat dikaji dan dileìngkapi ke ìmbali. Peìngo ìlahan 

deìngan pe ìngkajian bisa didasarkan pada studi pustaka dan Putusan untuk 

meìnge ìtahui apa data yang te ìrkumpul sudah leìngkap, re ìle ìvan dan se ìsuai 

deìngan pe ìrmasalahan skripsi ini. 

2. Reìkoìnstruksi Data (re ìcoìnstructing) , tahap ini dilakukan pe ìnyusunan dari 

hasil data yang te ìlah di veìrifikasi. Pe ìnyusunan ulang dilakukan se ìcara te ìratur 

dan loìgis agar dapat dipahami. Data yang dipe ìro ìleìh akan diklasifikasi se ìsuai 

deìngan ke ìloìmpoìk yang te ìlah diteìtapkan. Se ìhingga dipe ìroìle ìh data yang 

oìbjeìktif seìcara siste ìmatis untuk meìnginte ìrpre ìstasikan peìrmasalahan dalam 

peìne ìlitian. 

3. Sisteìmatika Data (syste ìmatizing) , peìnyususan dan peìne ìmpatan data yang 

dilakukan de ìngan siste ìmatis keìdalam po ìla teìrteìntu untuk me ìndapatkan 

peìmbahasan yang be ìrkaitan de ìngan pe ìneìlitian yang dilakukan. Hasil data 

akan dite ìmpatkan seìcara be ìrurrutan se ìsuai de ìngan ruang lingkup po ìkoìk 

bahasan untuk me ìmpeìrmudah me ìlakukan analisis data. 

 

3.7 Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam pe ìneìlitian ini dilakukan seìcara kualitatif. 

Analisis data kualitatif meìnguraikan data dalam beìntuk kalimat yang te ìratur, loìgis, 

dan tidak tumpang tindih, dan e ìfeìktif se ìhingga meìmudahkan inte ìrpre ìtasi data dan 

peìmahaman hasil analisis, keìmudian ditarik keìsimpulan seìhingga dipeìroìle ìh 

gambaran yang je ìlas meìnge ìnai jawaban dari pe ìrmasalahan
56

. Peìnggunaan 

deìskripsi analitik juga me ìnjadi poìin utama dalam pe ìne ìlitian ini, kareìna pe ìnulisan 

meìnde ìskripsikan kata kata dan gambar bukan se ìbuah angka. Data yang 

didapatkan de ìngan me ìlakukan pe ìngamatan te ìrhadap Putusan pe ìngadilan ne ìge ìri 

noìmoìr 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan kasasi No ìmoìr 

465 K/Pdt.Sus-HKI/2024, peìrUndang-Undangan, do ìkumeìn teìrkait, dan catatan.  
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Seìteìlah itu data disusun se ìcara siste ìmatis, akan dianalisa le ìbih meìndapalan se ìsuai 

deìngan aspe ìk lingkup peìne ìlitian seìhingga dapat me ìnarik ke ìsimpulan dalam 

skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

V.  PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Be ìrdasarkan hasil pe ìneìlitian dan pe ìmbahasan maka ke ìsimpulan dalam peìne ìlitian 

ini adalah se ìbagai be ìrikut : 

1. Ke ìseìsuaian Putusan No ìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika dikaitkan de ìngan 

prinsip peìnggunaan wajar( (fair use ì)  yaitu suatu tindakan pe ìngambilan dan 

atau pe ìmakaian se ìni gambar ske ìtsa “Tugu Se ìlamat Datang” be ìrbe ìntuk silueìt ini 

meìrupakan pe ìlanggaran hak cipta dan hakim tidak me ìmpe ìrtimbangkan 

keìse ìsuaian de ìngan prinsip fair useì. Pe ìlanggaran hak cipta pada kasus 

meìncide ìrai hak peìncipta khususnya hak e ìkoìnoìmi kareìna silueìt skeìtsa “Tugu 

Seìlamat Datang” digunakan untuk pro ìduk yang dipe ìrdagangkan dan 

diko ìmeìrsialkan. Me ìlanggar Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 1 

Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan pe ìmbeìlian 

liseìnsi seìni gambar ske ìtsa “Tugu Se ìlamat Datang” me ìlalui akun re ìsmi situs 

Shutteìrstoìck tanpa se ìizin pe ìncipta maupun pe ìmeìgang hak cipta te ìrmasuk 

peìlanggaran hak cipta, hal ini dikare ìnakan pe ìmbeìlian meìlalui pihak keìtiga 

tanpa se ìizin peìncipta atau peìmeìgang hak cipta juga te ìrmasuk ke ì dalam 

peìlanggaran hak cipta. Pe ìnggunaan se ìni gambar ske ìtsa “Tugu Se ìlamat Datang” 

beìrbe ìntuk silueìt dalam pro ìduk Treìnd Coìloìr Sari Ayu Tahun 2018 (Te ìma 

Jakarta) me ìlanggar batasan-batasan dalam prinsip fair useì, walaupun silue ìt 

teìrse ìbut dibuat atas pe ìrmintaan Ke ìmeìnte ìrian Pariwisata atau atas nama 

peìme ìrintah. PT. Martina Be ìrto ì Tbk dinyatakan me ìlakukan pe ìlanggaran hak 

cipta yang me ìrugikan pihak pe ìncipta atau pihak pe ìme ìgang hak cipta yaitu Ahli 

Waris (Alm.) He ìnk Nganto ìeìng. 

 

2. Akibat hukum te ìrhadap para pihak atas pe ìlanggaran hak cipta be ìrdasarkan 

Putusan Noìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 meìngarah pada koìnseìkueìnsi hukum 

yang beìragam. hukum teìrhadap para pihak atas peìlanggaran hak cipta 



86 

 

beìrdasarkan Putusan Noìmoìr 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah bagi peìnggugat 

(ahli waris Heìnk Ngantoìeìng), dapat meìndaftarkan karya cipta dan harus 

dinyatakan seìbagai peìmeìgang sah hak cipta, seìrta meìndapatkan hak ganti rugi. 

Bagi teìrgugat (PT. Martina Beìrtoì Tbk), putusan ini meìwajibkan peìnarikan 

proìduk dan peìngheìntian seìgala jeìnis pro ìmoìsi proìduk, dihapuskan peìncacatan 

hak cipta yang tidak sah, dan meìmbayar ganti rugi. Direìktoìrat Jeìndeìral 

Keìkayaan Inteìleìktual (DJKI) juga beìrpoìteìnsi teìrlibat dalam peìmbatalan 

peìndaftaran hak cipta yang tidak sah. Seìcara keìseìluruhan, putusan ini 

meìnunjukkan peìntingnya peìneìgakan hukum hak cipta untuk meìlindungi hak 

eìkoìnoìmi dan moìral peìncipta, seìrta meìmbeìrikan koìnseìkueìnsi bagi peìlanggar 

dan pihak teìrkait. 
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